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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab partisipasi
masyarakat menjadi rendah dengan adanya kebijakan PPSU dan
menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Meruya
Selatan Kota Administasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya
partisipasi masyarakat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang hanya
sebatas PPSU sebagai pekerja bayaran saja dan hanya tugas PPSU sajalah
untuk  wajib membersihkan lingkungan sehingga menimbulkan
ketergantungan dan menurunkan animo masyarakat untuk aktif
membersihkan wilayahnya sendiri. Selain itu, masih terdapat faktor yang
tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Faktor
tersebut dari sisi isi kebijakan, pelaksana, komunikasi, kepatuhan serta
kondisi ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain dibutuhkan
perah Lurah untuk menggerakkan warganya untuk ikut kerja bakti tanpa
menurunkan PPSU, diperlukan konsistensi penegakan aturan hukum
misalnya dengan sanksi yang jelas dan SOP yang sudah didukung oleh
aparat penegak hukum lainnya, serta dukungan dari seluruh unsur good
governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersinergi
untuk ikut menjaga kebersihan.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, PPSU, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelayanan publik
dalam kepemerintahan adalah pelayanan di
bidang kebersihan. Provinsi DKI Jakarta
sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia
mempunyai jumlah penduduk yang besar
telah menyumbangkan sampah yang besar
pula. Kedudukannya sebagai daerah khusus

menjadikannya sebagai tolok ukur untuk
daerah lain dalam hal penanganan sampah
untuk menciptakan kota yang bersih dan
ramah lingkungan.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan
diharapkan menjadi kota yang bersih dan
tertata rapi. Untuk mewujudkan hal tersebut,
maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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membuat inovasi dalam hal penanganan
lingkungan yang berawal dari tingkat
Kelurahan dengan mengeluarkan kebijakan
yang dinamakan Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum (PPSU). Selama hampir 2
(dua) tahun berjalan, kehadiran pekerja PPSU
di tengah-tengah masyarakat menjadi andalan
untuk setiap kegiatan.

Pemerintah  hadir memang untuk
memberikan ~ pelayanan  prima  dan
menyediakan infrastruktur yang memadai,
namun partisipasi warga juga diperlukan.
Pengelolaan lingkungan menjadi tanggung
jawab semua stakeholders, di mana pemerintah
bukan pemain tunggal melainkan harus bisa
memfasilitasi peran serta lainnya. Budaya
gotong royong dan kerja bakti yang sudah
menurun di kalangan masyarakat cenderung
menjadi hilang setelah ada PPSU.

Melalui penelitian ini, maka diharapkan
peneliti memperoleh kajian yang akurat
tentang implementasi kebijakan PPSU serta
memberikan bahan masukan berupa kajian
untuk keberlanjutan suatu kebijakan. Dengan

Tabel
Informan Dalam Penelitian

demikian diharapkan kebijakan ini ke depan
dapat lebih baik kaitannya dengan partisipasi
masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan

mengungkapkan  masalah  implementasi
kebijakan ~ PPSU  dalam  peningkatan
partisipasi  masyarakat, mengolah  data,

menganalisis, meneliti, membuat kesimpulan,
dan memberi saran kemudian disusun secara
sistematis schingga implementasi kebijakan
PPSU  dalam  peningkatan  partisipasi
masyarakat dapat dipahami.

Informan dalam penelitian ini akan
diambil secara disengaja meliputi pithak-pihak
yang dianggap memiliki informasi dan
memahami tentang implementasi Kebijakan
PPSU  dalam  peningkatan  partisipasi
masyarakat kemudian dikembangkan sesuai
dengan informasi yang penulis peroleh di
lapangan (place) dan observasi.

1. | Unsur Bappeda Provin-si 1 Sebagai unsur perencana, | Informan 1
DKI Jakarta dapat memberikan
informasi mengenai
kebijakan PPSU
2. | Camat Kembangan 1 Dapat memberikan  in- | Informan 2
formasi tentang
pelaksanaan kebijakan
PPSU di  Kecamatan
Kembangan dan partisipasi
warga
3. | Lurah Meruya Selatan 1 Sebagai pelaksana | Informan 3
kebijakan ~ PPSU  dan
manajer area di Kelurahan
Meruya Selatan
4. | Kepala Seksi Ekonomi dan 1 Sebagai koordinator | Informan 4
Pembangunan  Lingkungan lapangan dan pengawas
Hidup Ke-lurahan Meruya pelaksanaan kebijakan
Sela-tan PPSU
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5. Pekerja  PPSU  Kelura-han 6
Meruya Selatan

Sebagai pekerja dari | Informan 5
kebijakan ~ PPSU  yang
membenahi prasarana dan

sarana umum

6. | LMK Meruya Selatan 2

Sebagai perwakilan | Informan 6
masyarakat dan mitra dari
Pemerintah Kelurahan
Meruya  Selatan  dapat
memberikan informasi
seputar pelaksanaan
kebijakan ~ PPSU  dan

partisi-pasi warga

7. | Warga Kelurahan Me-ruya 8
Selatan

Dapat memberikan | Informan 7
informasi mengenai
pelaksanaan dan dampak
dari kebijakan PPSU di

tempat tinggalnya

Jumlah 20

Sumber: Data Diolah Penulis, 2017

Dalam  penelitian  ini,  penulis
menggunakan teknik pengumpulan data
wawancara, dokumentasi dan observasi.
Langkah-langkah yang diambil penulis dalam
teknik menganalisa data yaitu reduksi data,
display data kemudian mengambil kesimpulan
dan verifikasi.

Landasan Teoritis :
1. Kepemerintahan Yang Baik

Good  governance  merupakan — proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam
melaksanakan penyediaan public  goods and
service  disebut governance (pemerintah atau
kepemerintahan), sedangkan praktek
terbaiknya  disebut  “good  governance”
(kepemerintahan yang baik) (Sedarmayanti,
2003). Paradigma tata kelola pemerintahan
telah bergeser darti government ke arah governance
yang menckankan pada kolaborasi dalam
kesetaraan ~ dan  keseimbangan  antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat
madani (Santosa, 2008). Teori tentang good
governance sangat relevan dengan penelitian ini,
di mana ada kewajiban dari pemerintah untuk
menciptakan hubungan yang baik dengan
masyarakat dan juga sebagai upaya untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan
definisi tersebut di atas maka kebijakan
Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
(PPSU) sebagai inovasi untuk menangani

lingkungan perlu didukung oleh peran serta
masyarakat juga. Tanggung jawab akan
kebersihan idealnya tidak hanya dengan
mengandalkan peketja PPSU saja, melainkan
perlu peran aktif dari masyarakat sekitar.

Karakteristik good governance yang saling

memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri
menurut UNDP  (Krina, 2003), sebagai
berikut:

1. Participation. Setiap warga negara
mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung
maupun melalui intermediasi institusi
legitimasti yang mewakili
kepentingannya. Partisipasi seperti ini
dibangun atas dasar kebebasan
berasosiasi dan berbicara serta
berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of law. Kerangka hukum harus
adil dan  dilaksanakan  tanpa
perbedaan, terutama hukum hak
asasi manusia.

3. Transparency. Transparansi dibangun
atas dasar kebebasan arus informasi.
Proses lembaga dan informasi secara
langsung dapat diterima oleh mereka
yang membutuhkan. Informasi harus
dapat dipahami dan dapat dipantau.

4. Responsiveness. Lembaga dan proses
harus mencoba untuk melayani
setiap stakeholders.
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5. Consencus orientation. Good governance
menjadi perantara kepentingan yang
berbeda untuk peroleh pilihan
terbaik bagi kepentingan yang lebih
luas, baik dalam hal kebijakan
maupun prosedur.

6. Equity. Yaitu memberikan
kesempatan yang sama terhadap laki-
laki maupun perempuan dalam upaya
meningkatkan ~ dan  memelihara
kualitas hidupnya.

7. Effectiveness and efficiency. Proses dan
lembaga menghasilkan sesuai dengan
apa yang telah digariskan dengan
menggunakann sumber yang tersedia
sebaik mungkin.

8. Accountability. Para pembuat
keputusandalam pemerintahan,
sektor swasta dan masyarakat (cvi/
society) bertanggung jawab kepada
publik dan lembaga  stakebolders.
Akuntabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang
dibuat, apakah keputusan tersebut
untuk kepentingan internal atau
eksternal organisasi.

9. Strategic vision. Para pemimpin dan
publik harus mempunyai perspektif
good  governance dan pengembangan
manusia yang luas serta jauh ke
depan sejalan dengan apa yang
diperlukan  untuk  pembangunan
semacam ini.

10. Interelated. Adanya kebijaksanaan yang
saling memperkuat dan terkait serta
tidak bisa berdiri sendiri.

Prinsip-prinsip  good  governance yakni
Partisipasi, Aturan Hukum, dan Bervisi
Strategis akan digunakan peneliti untuk
menjawab rumusan masalah bagaimana upaya
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam menjaga kebersihan lingkungan di
Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi
Jakarta Barat.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam lingkungan tertentu sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu
seraya mencari peluang-peluang  untuk
mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran

yang diinginkan (Widodo, 2007). Kebijakan
PPSU tidak hanya menyangkut tindakan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta semata namun diperlukan juga adanya
dukungan dari masyarakat dalam
pelaksanaannya.

Heglo menyebut kebijakan sebagai “a
course of action intended to accomplish some end”
atau suatu tindakan yang bermaksud untuk
mencapai tujuan tertentu (Abidin, 2000).
Istilah kebijakan menurut Anderson yaitu “a
purposive course of action followed by an actor or set
of actors in dealing with a problem of matter of
concer’”’ atau  serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan
oleh seorang aktor (misalnya pejabat suatu
kelompok maupun lembaga pemerintah) atau
sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu
untuk memecahkan suatu masalah tertentu
(Winarno, 2002).

Dari beberapa pengertian tentang
kebijakan tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa kebijakan PPSU adalah tindakan-
tindakan yang sengaja dilakukan oleh
seseorang, kelompok orang, lembaga atau
pemerintah yang di dalamnya merupakan
unsur keputusan berupa upaya untuk
menjadikan Kota Jakarta menjadi kota yang
bersih dan ramah lingkungan.

3. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang
dikembangkan Warwick dikenal dengan nama
“Transactional ~ Model>  (Warwick,  1979).
Donald P. Warwick dikutip Found,
implementasi kebijakan lingkungan
dipengaruhi oleh isi kebijakan, penentuan
tugas, proses implementasi, pelaksana,
pemanfaat dan kondisi lingkungan (Found,
1992). Menurut Warwick yang dikutip Rahayu
model implementasi kebijakan lingkungan
yang  dirancangnya  dipengaruhi  oleh
kebijakan itu sendiri dan proses implementasi
kebijakan. Variabel yang berpengaruh pada
implementasi  kebijakan adalah: (1) 1isi
kebijakan, (2) struktur organisasi, (3)
pelaksana (4) komunikasi. Sedang variabel
lain adalah (5) sumberdaya, (6) kepatuhan dan
(7) kondisi lingkungan (ekonomi, sosial,
politik dan ekonomi) (Rahayu, 2005).

Berikut ini penjelasan dari variabel
implementasi kebijakan publik berdasarkan
model implementasi kebijakan Donald P.
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Warwick, implementasi kebijakan publik
dipengaruhi oleh:

1.

Isi Kebijakan

Hal yang pertama kali dipelajari dalam
implementasi  kebijakan  adalah  isi
kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang
baik seharusnya memiliki substansi atau
isi yang tepat dan bijaksana sehingga
dapat diimplementasikan dengan efektif.
Dalam hal implementasi kebijakan
PPSU, isi kebijakan harus dapat
dipahami oleh semua pihak baik
masyarakat, swasta maupun aparat
pemerintah kelurahan sebagai pelaksana
terdepan kebijakan ini.

Struktur Organisasi

Birokrasi sebagai penyelenggara
pemerintahan sangat berperan
menentukan efektifitas implementasi
kebijakan. Birokrasi tersebut mencakup
aspek struktur organisasi, pembagian
kewenangan, dan koordinasi yaitu
hubungan antar unit dalam organisasi
yang bersangkutan dan  hubungan
dengan organisasi luar. Birokrasi ini
penting supaya tidak terjadi duplikasi,
dan petunjuk pelaksanaan atau prosedur
operasi kerja dibuat secara sederhana,
sechingga tidak menyulitkan aparat
pelaksana tanpa mengurangi makna
suatu kebijakan. Demikian pula struktur
organisasi kelurahan yang memiliki
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
dan  Lingkungan  Hidup  sebagai
pelaksana delegasi kewenangan yang
diberikan  oleh Lurah dalam hal
koordinasi PPSU di lapangan.

Pelaksana

Pelaksana implementasi kebijakan adalah
orang atau organisasi yang berhubungan
langsung dengan pelaksanaan kebijakan.
Pelaksana ini  sangat menentukan
keberhasilan ~ proses  implementasi
kebijakan. Sikap dan komitmennya
dalam melaksanakan kebijakan adalah
sangat utama. Walaupun kebijakan
bertujuan bagus, tetapi kalau pelaksana
tidak mengerti atau tidak  bisa
menginterpretasikan dengan baik maka
implementasi tidak akan berhasil. Oleh
karena itu, kompetensi pelaksana
merupakan hal yang penting. Pelaksana
dalam kebijakan PPSU yaitu Pemerintah
Kelurahan, PPSU, dan masyarakat.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang

sangat penting karena komunikasi

berkaitan dengan penyampaian
informasi, ide, ketrampilan, peraturan,
dan lain-lain menggunakan sarana
tertentu  kepada pihak yang berhak
menerimanya. Komunikasi merupakan
salah satu tolok ukur untuk melihat
sejauhmana kebijakan atau peraturan
dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun

2017 tentang Penanganan Prasarana dan

Sarana Umum  (PPSU)  Tingkat

Kelurahan dimengerti oleh anggota

masyarakat.

Sumberdaya

Sumberdaya yang diperlukan meliputi:

a. Dana sebagai sumberdaya finansial
sangat penting dalam menunjang
pelaksanaan kebijakan. Dana untuk
pelaksanaan kebijakan publik
biasanya  berasal  dati  dana
pemerintah. Dukungan dana yang
kurang memadai dapat menyebabkan
kegagalan implementasi kebijakan.
Dalam DPA  Kelurahan sudah
termasuk  Gaji  PPSU,  BPJS
Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja,
Peralatan Kerja PPSU, Petlengkapan
Kerja dan Seragam PPSU, serta
anggaran  kegiatan Kerja  Bakt
Lingkungan.

b. Tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai. Maksudnya semua
sarana dan prasarana yang harus
tersedia ~ demi  terselenggaranya
pelaksanaan suatu kebijakan dan
dipergunakan untuk mendukung
secara langsung dan terkait dengan
tugas-tugas kebijakan. Seperti telah
disebutkan di atas bahwa untuk
menunjang pekerjaan PPSU
dianggarkan Peralatan Kerja PPSU,
Perlengkapan Kerja dan Seragam
PPSU.

c. Informasi baik berupa lisan, petunjuk
atau tata cara guna mempermudah
pelaksanaan  kebijakan.  Adanya
pedoman  teknis PPSU  dalam
Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta 7 Tahun 2017 tentang PPSU
Tingkat Kelurahan.
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6. Kepatuhan dan Penegakan Hukum
Kepatuhan dalam implementasi
kebijakan dapat dibedakan menjadi 2
(dua) yaitu kepatuhan pelaksana dalam
menjalankan kebijakan dan kepatuhan
kelompok sasaran dalam mematuhi
kebijakan. Timbulnya ketidakpatuhan
tethadap suatu kebijakan umumnya
dikarenakan tidak dikenakannya sanksi
yang amat berat. Kepatuhan terhadap
Pergub 7 Tahun 2017 berlaku bagi
Pemerintah Kelurahan, pekerja PPSU,
dan masyarakat yang mana masing-
masing memiliki peran berbeda.

7. Kondisi ekonomi dan sosial
Identifikasi kondisi ekonomi, sosial dan

politik dilakukan dengan
mempertimbangkan sumberdaya
ekonomi, kondisi sosial serta karakter
partisipan dalam mendukung

pelaksanaan kebijakan PPSU. Dukungan
kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta
terutama melalui sektor jasa menjadi
sumber terbesar Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) untuk merealisasikan
kebijakan PPSU. Kondisi sosial yang
mana partisipasi masyarakat yang rendah
dalam bidang kebersihan kota.

Model implementasi tidak  perlu
diaplikasikan sesuai apa adanya, tetapi dapat
disintesakan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi di mana kebijakan  tersebut
diimplementasikan  (Wibawa, 1994). Oleh
karena itu, dalam penelitian ini tidak semua
faktor dari model implementasi kebijakan
dapat diaplikasikan secara utuh, hanya faktor
yang dianggap relevan dengan karakteristik
obyek  penelitian  dalam  implementasi
kebijakan ~ PPSU  dalam  peningkatan
partisipasi masyarakat yang akan diaplikasikan
dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah
dikemukakan di atas, maka variabel-variabel
dari model Warwick seperti: (1) Isi Kebijakan,
(2) Struktur Organisasi, (3) Pelaksana, (4)
Komunikasi, (5) Sumberdaya, (6) Kepatuhan,
(7) Kondisi Sosial dan Ekonomi sesuai dan
relevan dengan penelitian implementasi
kebijakan ~ PPSU  dalam  peningkatan
partisipasi masyarakat.

4. Penanganan Prasarana dan Sarana

Umum (PPSU)

Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan adalah
pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan
tidak  dapat  ditunda  karena  dapat
mengakibatkan ~ kerugian,  bahaya dan
mengganggu kepentingan publik/ masyarakat
di wilayah Kelurahan dan dalam rangka
mempercepat berfungsinya lokasi/ prasarana
dan sarana/ aset publik maupun aset daerah
yang rusak, kotor dan/ atau mengganggu
sesuai dengan peruntukkannya (Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun
2017). Ruang lingkup pelaksanaan PPSU
meliputi:
a. Penanganan Prasarana dan Sarana
Jalan
Adapun penanganan jalan yang
dimaksud yaitu perbaikan jalan
berlubang,  pengecatan  kanstin,
perbaikan pembatas jalan yang rusak,
dan perbaikan trotoar jalan yang

rusak.

b. Penanganan Prasarana dan Sarana
Saluran
Penangangan saluran  meliputi

perbaikan saluran rusak di jalan
lingkungan, pengurasan saluran, tali
air yang mampet di jalan lingkungan,
serta pelaporan segera pembangunan
atau  aktifitas yang  berpotensi
mengganggu  saluran  termasuk
penutupan  saluran air  kepada
Perangkat Daerah seperti Suku Dinas
Tata Air Kota Administrasi Jakarta
Barat.

c. Penanganan Prasarana dan Sarana
Taman
Penanganan taman yakni pohon
tumbang, pemangkasan  ranting
pohon yang menutupi rambu lalu
lintas, lampu jalan dan yang

membahayakan keselamatan,
pembabatan rumput dan semak liar,
pengangkutan pot-pot rusak,

pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH), dan pelaporan  segera
penebangan pohon pelindung tanpa
izin kepada Perangkat Daerah seperti
Dinas Kehutanan Kota Provinsi

DKI Jakarta.

d. Penanganan Prasarana dan Sarana
Kebersihan
Penanganan  kebersihan  seperti
penyapuan  jalan,  pembersihan
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timbunan sampah liar, pembersihan
coretan liar, dan pembersihan jalan
dan saluran mikro.

e. Penanganan Prasarana dan Sarana
Penerangan Jalan Umum
Penanganan yang dimaksud adalah
penanganan penerangan yang rusak
membahayakan keselamatan,
penanganan sementara lampu jalan
lokal yang rusak, pelaporan jaringan
utilitas, dan  pelaporan  lampu

penerangan  jalan  yang  tidak
berfungsi kepada Dinas
Perindustrian dan Energi Provinsi
DKI Jakarta.

Masa kontrak pekerja PPSU adalah
1 (satu) tahun yang dituangkan di dalam Surat
Perintah Kerja (SPK) dibuat oleh Lurah
Meruya Selatan. Jumlah PPSU Kelurahan
Meruya  Selatan  sebanyak 82  orang
(Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 2331 Tahun 2016). Jumlah PPSU di
setiap  Kelurahan  disesuaikan  dengan
kebutuhan masing-masing Kelurahan. Dalam
pelaksanaannya, Lurah menunjuk Kepala
Seksi  Ekonomi  dan  Pembangunan
Lingkungan Hidup sebagai koordinator
lapangan.

Pelaksanaan PPSU dilakukan setiap
hari sesuai dengan pengaturan jadwal kerja
dan pembagian waktu ketja yang ditetapkan.
Jam kerja PPSU Kelurahan Meruya Selatan
dilakukan secara shif? yang terdiri dari shift 1
(pukul 07.00 WIB - 15.00 WIB) dan shift 11
(pukul 15.00 WIB - 23.00 WIB) dengan 6
(enam) hari kerja dalam seminggu dan 1
(satu) jam istirahat per hari. Untuk
memenuhi  kebutuhan  internal  kantor
Kelurahan, Lurah  dapat menugaskan
maksimal 5 (lima) orang pekerja PPSU yaitu
sebagai operator, pengamanan dalam, dan
cleaning service (Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta No.7 Tahun 2017).

Sumber informasi sebagai dasar
bahan masukan untuk kegiatan PPSU dapat
diperoleh dati hasil survei lapangan oleh
Kelurahan Meruya Selatan, laporan secara
tertulis dari masyarakat setempat, laporan
melalui aplikasi Qlue Kelurahan Meruya
Selatan, hasil koordinasi dengan Perangkat
Daerah terkait, disposisi dari pimpinan, serta
pekerjaan yang telah menjadi beban kerja
masing-masing bidangnya Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun
2017).

Merujuk dari berbagai penjelasan di
atas, pada intinya PPSU mempunyai ruang
lingkup, persyaratan, komposisi, sumber
informasi, dan larangan yang menjadi
pedoman pelaksanaan kebijakan PPSU di
Kelurahan Meruya Selatan.

5. Partisipasi Masyarakat

Definisi partisipasi menurut
Mubyarto yaitu sebagai kesediaan untuk
membantu berhasilnya setiap program sesuai
kemampuan setiap orang tanpa berarti
mengorbankan kepentingan diri  sendiri
(Ndraha, 1990). Definisi tersebut
memperlihatkan bahwa seseorang untuk aktif
berpartisipasi dalam menjaga kebersihan
lingkungan tidak harus mengesampingkan
keperluan pribadi karena partisipasi dilakukan
secara sukarela dan dalam bentuk yang
bermacam-macam. Beberapa contohnya yaitu
dimulai dengan tidak membuang sampah
sembarangan, tetap melaksanakan kerja bakti
di lingkungan dan menangani masalah yang
bisa ditangani secara mandiri tanpa harus
selalu  mengandalkan PPSU.  Sehingga
nantinya tercipta hubungan kerja sama antara
masyarakat dengan pemerintah dalam kaitan
menjaga kebersihan.

Pengertian partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan kebijakan PPSU meliputi:
(a) menjadi saksi dalam Berita Acara
Penyelesaian  (Hasil) Pekerjaan Kegiatan
PPSU Kelurahan Meruya Selatan; (b) ketja
bakti dengan dibantu oleh pekerja PPSU
Kelurahan Meruya Selatan; dan (c) bentuk
partisipasi  lainnya  sesuai  kesepakatan
bersama dengan Lurah Meruya Selatan.
Dalam rangka menumbuhkan partisipasi
masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW
memiliki peran membuat jadwal kerja bakti
warga dan mengajukan permohonan bantuan
pekerja PPSU Tingkat Kelurahan kepada
Lurah (Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 7 Tahun 2017).

Merujuk kepada berbagai
pengertian di atas maka dapat disimpulkan
bahwa seharusnya partisipasi masyarakat
adalah masyarakat secara mandiri bersama
dengan PPSU ikut aktif berperan serta
membenahi lingkungan tanpa adanya paksaan
dan ikut mengawasi aktivitas yang dilakukan
oleh pekerja PPSU. Di mana hubungan

Jurnal Adhikari | Volume 3 Nomor 1 | Juli 2025 | 496



antara masyarakat dengan pemerintah (dalam
hal ini PPSU) sifatnya bekerja sama dalam
menjaga dan membenahi lingkungan bukan
melalui  sebuah  bentuk paksaan atau
mobilisasi massa.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan model implementasi
kebijakan yang telah dijelaskan maka dalam
penelitian ini yang akan menjadi fokus
penelitian yaitu pada Implementasi Kebijakan
Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
(PPSU) Dalam  Peningkatan  Partisipasi
Masyarakat di Kelurahan Meruya Selatan
Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam
penelitian ini model implementasi kebijakan
yang digunakan sebagai pedoman penulis
yaitu model implementasi Donald P.
Warwick.

Penulis akan menganalisis
implementasi  kebijakan ~ PPSU  dalam
peningkatan partisipasi masyarakat yang telah
ditentukan  dalam  Peraturan  Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017

tentang ~ PPSU Tingkat Kelurahan.
Implementasi  kebijakan PPSU  Tingkat
Kelurahan dilihat dari ruang lingkupnya
meliputi penanganan jalan, saluran, taman,
kebersihan dan penerangan jalan umum
untuk mempecepat berfungsinya prasarana
dan aset publik yang rusak, kotor dan
menggangeu sesuai dengan peruntukannya.
Berhasilnya suatu  implementasi
dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada kondisi
ideal, faktor tersebut akan mendukung
implementasi. Sebaliknya pada kondisi yang
tidak ideal, faktor-faktor tersebut bisa
menghambat proses implementasi. Indikator
yang dapat mempengaruhi implementasi
kebijakan ~ PPSU  dalam  peningkatan
partisipasi masyarakat adalah isi kebijakan,
struktur organisasi, pelaksana, komunikasi,
sumberdaya, kepatuhan hukum dan kondisi
sosial dan ekonomi. Berdasarkan kajian
pustaka dan kumpulan asumsi ilmiah yang
dipilih, maka kerangka pemikiran dari
penelitian  ini  secara sederhana dapat
ditampilkan ~ seperti  gambar  berikut:

Gambar
Kerangka Pemikiran

Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Dalam

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1. Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dengan adanya kebijakan PPSU

2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga

kebersihan lingkungan

Model Implementasi Kebijakan Warwick (1979)
Isi Kebijakan, Struktur Organisasi,Pelaksana, Komunikasi, Sumberdaya, Kepatuhan

Hukum, Kondisi Sosial dan Ekonomi.

Teori Good Governance UNDP (1997)
Partisipasi, Aturan Hukum, Bervisi Strategis

v

v

v

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Prasarana dan Sarana Yang Baik

497 | Karolyn, Maryati. et.all. Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana Dan Sarana Unmum (PPSU) Dalam
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Keluraban Mernya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI

Jakarta



Sumber : Data Diolah Penulis, Tahun 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator yang dapat mempengaruhi
penyebab rendahnya partisipasi masyarakat
dengan adanya kebijakan PPSU  dapat
dianalisis dengan melihat isi kebijakan,
struktur organisasi, pelaksana, komunikasi,
sumberdaya, kepatuhan hukum, dan kondisi
sosial ekonomi menurut Donald P. Warwick.

1. Isi Kebijakan

Seyogyanya kebijakan PPSU tidak
jadi menghilangkan fungsi
pemberdayaan masyarakat karena
prinsip-prinsip utama  yang
melandasi good governance, yaitu: (1)
Akuntabilitas, (2) Transparansi dan
(3) Partisipasi Masyarakat (Krina,
2003). Kenyataan di lapangan
masyarakat tidak tergerak untuk
turut menjaga kebersihan, yang
terjadi masyarakat jadi menganggap
memang sudah sepatutnya PPSU
yang bertanggung jawab akan
kebersihan karena sudah di gaji

oleh Pemerintah untuk
membersihkan lingkungan. Jadi, isi
kebijakan sudah dirancang

sedemikian rupa untuk melibatkan
unsur masyarakat dan pemerintah.
Namun, pada  pelaksanaannya
kebijakan PPSU justru membuat
partisipasi  masyarakat  menjadi

rendah.

2. Struktur Organisasi
Sebagai penyelenggara
pemerintahan, birokrasi berperan
menentukan implementasi

kebijakan. Birokrasi dibutuhkan
untuk  menghindari  terjadinya
tumpang tindih. Terlebih di DKI
Jakarta petugas yang menangani
kebersihan tidak hanya PPSU yang
dikenal pasukan oranye. Ada juga
pasukan biru di Sudin Tata Air
kemudian pasukan kuning di Sudin
Bina Marga. Diperlukan batasan
yang jelas untuk organisasi supaya
saling mendukung dan tidak
bertentangan. Pemerintah  telah
membuat  struktur  organisasi,
pembagian kewenangan, koordinasi

baik yang bersangkutan maupun
yang di luar dengan baik. Lebih
lanjut semua batasan kewenangan
dirinci  dengan  jelas  dalam
Peraturan Gubernur Nomor 7
Tahun 2017 tentang PPSU Tingkat
Kelurahan.

Pelaksana

Dari  segi  pelaksana  dapat
disimpulkan bahwa ada peran yang
berbeda  dari  masing-masing
pelaksana dalam kebijakan PPSU.
Adapun pelaksana terdiri dari unsur
pemerintah ~ dan  masyarakat.
Pemerintah ada dari Bappeda,
Kecamatan, Kelurahan sampai
dengan para pekerja PPSU. Sampai
dengan saat ini yang menjadi
pelaksana kebijakan PPSU hanya
dari pekerja PPSU saja, belum ada
partisipasi masyarakat secara aktif
dalam menjaga dan membersihkan
lingkungan.

Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu
faktor yang penting dan tolok ukur
untuk melihat sejauhmana
kebijakan PPSU telah dimengerti
oleh  masyarakat.  Dari  segi
komunikasi  dapat  disimpulkan
bahwa belum optimalnya pesan
yang wajib  disampaikan  dari
pemerintah  kepada masyarakat
bahwa kebijakan PPSU tetap harus
didukung dengan peran serta aktif
masyarakat. Peran serta dapat
berupa tindakan tidak buang
sampah sembarangan dan tidak
melihat PPSU hanya sebagai satu-
satunya pelaku yang wajib menjaga
dan membersihkan lingkungan.
Sumberdaya

Sumberdaya meliputi dana, sarana
dan prasarana yang memadai, dan
informasi untuk mempermudah
pelaksanaan kebijakan. dukungan
sumberdaya terhadap kebijakan
PPSU sangat memadai. Adapun
sumberdaya termasuk di dalamnya
gaji PPSU sebesar UMP, tunjangan
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kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan, peralatan
perlengkapan dan material kerja
yang sudah dianggarkan dan juga
media laporan pengaduan
masyarakat dalam bentuk WA atau
aplikasi Qlue memberikan dampak
negatif kepada masyarakat untuk
semakin  mengandalkan ~ PPSU
dalam menjaga kebersihan
lingkungan.

Kepatuhan dan Penegakan Hukum
Kepatuhan dalam implementasi
kebijakan PPSU dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu kepatuhan
pelaksana (Pemerintah dan peketja
PPSU) serta kepatuhan masyarakat.
Jadi, diperlukan sanksi, prosedur
yang jelas dan dukungan agar
terlaksananya kepatuhan hukum
utamanya dalam upaya peningkatan
partisipasi ~ masyarakat  dalam
menjaga kebersihan lingkungan.
Kondisi Sosial Ekonomi
Implementasi kebijakan PPSU dari
segi  kondisi sosial ekonomi
berdampak pada semakin
berkurangnya  interaksi  sosial
masyarakat berupa kerja bakti.
Namun secara ekonomi, membuka
peluang lapangan pekerjaan dengan
Upah Minimum Provinsi (UMP).

Upaya  yang  dilakukan  untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

menjaga

kebersihan lingkungan

menggunakan prinsip-prinsip good governance
seperti partisipasi, aturan hukum, efektifitas
dan efisiensi, serta bervisi strategis menurut

UNDP.
1.

Partisipasi

Diperlukan kesadaran masyarakat
akan rasa memiliki terhadap
wilayahnya dengan cara aktif ikut
kerja bakti bersama-sama
membersihkan lingkungannya.
Selain itu, dibutuhkan juga peran
aktif Lurah beserta jajarannya
untuk menjaga tradisi kerja bakti
dan menggerakan masyarakat untuk
turun tanpa harus menunggu PPSU
saja. Dengan demikian tercipta
kepemerintahan yang baik, kota

modern yang tertata rapi sesual
dengan visi kota Jakarta.

Aturan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
pernah  mengadakan  Operasi
Tangkap Tangan (OTT) terhadap
pelaku  pembuang sampah liar.
Ketika OTT dilakukan, terdapat
kendala yaitu dari unsur pengadilan
yang sepertinya masih  belum
sinergi dengan Pemda kaitannya
dengan unsur pembiayaan
operasional pengadilan. Akhirnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
hanya sebatas melakukan
pembinaan kepada pelaku
pembuang sampah liar tersebut
berupa Surat Pernyataan agar tidak
mengulanginya lagi. Jadi, upayanya
adalah perlunya konsistensi dan
dukungan penegakan aturan hukum
untuk menimbulkan efek jera bagi
pelaku pembuang sampah.

Bervisi Strategis

Sebuah visi diperlukan sebagai
pandangan jauh ke depan, sebagai
arah agar dapat bekerja secara
konsisten dan inovatif. Adapun
visi Kota Jakarta yaitu Jakarta baru,
kota modern yang tertata rapi,
menjadi tempat hunian yang layak
dan manusiawi, memiliki
masyarakat yang berkebudayaan,
dan dengan pemerintahan yang
berorientasi pada pelayanan publik.
Visi tersebut harus didukung oleh
seluruh unsur yang terdapat pada
konsep  good  gowvernance  yaitu
pemerintah, swasta dan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut,
tentunya  tidak  terlepas  dari
masyarakat yang berkebudayaan.
Berkebudayaan artinya sadar akan
pentingnya kebersihan lingkungan
seperti selogan yang kerap ada di
setiap Kantor Pemerintah yang
berbunyi “Kampung Kite Kalo
Bukan Kite Nyang Ngurusin Siape
Lagi?” Visi untuk mewujudkan
wilayah yang tertata rapi harus
dipahami dan didukung secara
bersama-sama oleh pemerintah dan
masyarakat.
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Penutup

Melihat Implementasi Kebijakan
Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

(PPSU)

Dalam  Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat Di Kelurahan Meruya Selatan
Kecamatan Kembangan Kota Administrasi
Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dapat
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1.

Analisis teori Warwick
terthadap penyebab rendahnya
partisipasi masyarakat dengan
adanya kebijakan PPSU yaitu
masih terdapat faktor yang

tidak sesuai dengan yang
diharapkan  oleh  pembuat
kebijakan yaitu dari sisi isi
kebijakan, pelaksana,
komunikasi, kepatuhan serta
kondisi ekonomi. Penyebab
rendahnya partisipasi
masyarakat dengan adanya
kebijakan PPSU yaitu

pemahaman masyarakat yang
hanya sebatas PPSU sebagai
peketja bayaran saja dan hanya

tugas PPSU sajalah untuk
wajib membersihkan
lingkungan sehingga

menimbulkan ketergantungan

dan  menurunkan  animo
masyarakat untuk aktif
membersihkan wilayahnya
sendiri. Tujuan untuk

mendapatkan lingkungan yang

bersih dan tertata rapi menjadi

sulit dikarenakan pola pikir
masyarakat itu sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan antara
lain:

a. Peran Lurah untuk
menggerakkan  partisipasi
warga dalam kegiatan ketja
bakti sehingga masyarakat
ikut turun dan menahan
PPSU untuk tidak
mengambilalih kerja bakti

namun cukup  dengan
membantu  pengangkutan
sampahnya  saja  yang

merupakan hasil kerja dari
masyarakat.

b. Diperlukan konsistensi
penegakan aturan hukum
misalnya dengan  sanksi
yang jelas dan SOP yang

sudah  didukung  oleh
aparat penegak  hukum
lainnya.

c. Visi Jakarta sebagai Kota
Modern Yang Tertata Rapi
harus mendapatkan
dukungan dari  seluruh
unsur good governance yaitu
pemerintah, swasta dan
masyarakat.

Saran dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut :

1.

Diperlukan kebijakan berupa
aturan  yang jelas untuk
mengatur tingkat partisipasi
masyarakat contohnya
bilamana perlu  dijatuhkan
sanksi bagi warga yang tidak
mengikuti  kerja  bakti di
wilayahnya. Baik itu sanksi
administratif maupun sanksi
sosial agar masyarakat mau
berubah  sehingga  secara
jangka panjang
mengembalikan tradisi
kegotongroyongan.

Pemerintah  Provinsi DKI
Jakarta perlu mengevaluasi
kebijakan ~ PPSU  sehingga
dengan pertimbangan
efektifitas dan efisiensi dapat
terwujud kota modern yang
tertata rapi, menjadi tempat
hunian yang layak dan
manusiawi, memiliki
masyarakat yang
berkebudayaan, dan dengan
pemerintahan yang
berotrientasi pada pelayanan
publik.
Penulis mengharapkan
dilakukan  penelitian  lebih
lanjut dan evaluasi secara
berkala  terkait =~ masalah-
masalah yang berhubungan
dengan  kebijakan =~ PPSU
schingga dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
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menjaga kebersihan
lingkungan di Kota Jakarta.
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Paper Approved: 23 Juli 2025 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Mukomuko merestrukturisasi organisasi perangkat
daerahnya sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
Berbagai dinamika terjadi sebagai akibat diterapkannya Peraturan
Pemerintah ini. Dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi
organisasi perangkat daerah semakin rumit karena terbatasnya Pegawai
Negeri Sipil yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai dinamika yang
berkenaan dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kabupaten Mukomuko, hambatan yang dialami oleh Pemerintah
Kabupaten Mukomuko dalam menempatkan pegawai tersebut, serta upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk
meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan yang ada. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada 2 (dua) tempat
yakni pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Adapun wawancara
dilakukan pada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Kabid Mutasi, Pengembangan Karir dan Informasi
Pegawai serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Mukomuko yang diucapkan secara langsung kepada narasumber.
Sedangkan dokumentasi lebih kepada pengumpulan data yang relevan
dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika
penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah
lebih menekankan kepada besarnya politisasi organisasi sebesar 30%
Pegawai Negeri Sipil titipan serta 70% Pegawai Negeri Sipil ditempatkan
berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya. Adapun struktur pada
organisasi perangkat daerah yang baru dirasa lebih ramping dibandingkan
struktur yang sebelumnya. Perampingan organisasi ini semakin baik karena
meminimalisir anggaran pengeluaran untuk belanja pegawai (tunjangan),
namun di sisi lain banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat
jabatan struktural sebagai akibat minimnya jabatan struktural yang tersedia.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Penempatan Pegawai, Jabatan
Struktural, Restrukturisasi
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PENDAHULUAN

Salah  Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat 7 Undang-
undang Dasar 1945 berbunyi “Susunan dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah  diatur dalam  undang-undang”.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara
cksplisit tercantum dalam BAB VI Undang-
undang Dasar Tahun 1945, dimana
Pemerintah  Daerah dapat menjalankan
otonomi  seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan  yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Pemerintah Daerah juga berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan di daerahnya. Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah yang digunakan oleh penyelenggara
pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan. Dalam Pasal 208 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah  disebutkan  bahwa Pemerintah
Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah.
Perangkat daerah yang dimaksud, terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan,
Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Hubungan antara Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat
koordinatif ~ dan fungsional. Guna
memperjelas peran, tugas pokok serta fungsi
perangkat daerah, secara khusus pemerintah
mengeluarkan  produk hukum berbentuk
Peraturan Pemerintah untuk mengaturnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat  Daerah, dinyatakan  bahwa
Perangkat ~ Daerah  merupakan  unsur
pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan yang
menjadi  kewenangan  daerah.  Adapun
perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas,
Badan, Inspektorat dan  Kecamatan.
Kabupaten Mukomuko merupakan satu dari
sekian banyak daerah tertinggal di Republik
Indonesia. Banyak faktornya, salah satu nya
adalah  jumlah PNS pada Pemerintah
Kabupaten Mukomuko yang diangggap
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jumlahnya sangat terbatas. Kekurangan
pegawai dapat sinyalir dari ketidaksesuaian
antara penempatan pegawai terhadap jabatan
yang ada. Keberhasilan suatu program pada
Pemerintah Daerah dapat dilihat sejauh mana
relevansi  korelasi antara jabatan serta
penempatan pegawai berdasarkan
kualifikasinya.

Permasalahan yang kerap terjadi adalah
ketidaksesuaian antara kebijakan penempatan
pegawai dengan prinsip-prinsip
profesionalitas dan regulasi yang berlaku.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian
adalah perlunya kesesuaian antara latar
belakang pendidikan serta kecakapan pegawai
dengan jabatan yang ditempati. Namun pada
kenyataannya, praktik yang terjadi
menunjukkan bahwa penempatan pegawai
kerap kali lebih dipengaruhi oleh kedekatan
personal dengan pihak yang berwenang,
bukan atas dasar kompetensi. Akibatnya,
kualitas kinetja pata pejabat menjadi tidak
optimal. Selain itu, terdapat pula indikasi kuat
bahwa proses penempatan pegawai turut
dipengaruhi oleh kepentingan politis, yang
pada akhirnya berpotensi menimbulkan
ketimpangan dalam manajemen sumber daya
aparatur. Hal ini diperparah dengan pola
penempatan pegawai yang belum sepenuhnya
mengacu pada peraturan dan perundang-
undangan  yang  berlaku.  Pemerintah
Kabupaten Mukomuko dinilai masih belum
secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip
meritokrasi dalam kebijakan sumber daya
manusianya, khususnya dalam  konteks
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi
hanya pada penempatan pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko, dan secara khusus mengkaji
dinamika yang terjadi dalam proses tersebut
sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi
perangkat daerah. Penelitian ini juga akan
melihat sejauh mana pihak-pihak terkait
memainkan ~ perannya  dalam  proses
penempatan tersebut. Dari permasalahan
yang ada, penelitian ini merumuskan tiga
pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana
dinamika penempatan pegawai berlangsung
dalam proses restrukturisasi organisasi di
Kabupaten Mukomuko? Kedua, hambatan
apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan
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restrukturisasi berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
20162 Dan ketiga, upaya apa yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
untuk menetralisir berbagai dinamika yang
muncul dalam proses penempatan pegawai
tersebut?.

Dengan  demikian,  tujuan  dari
penelitian ini adalah untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai
dinamika  penempatan  pegawai  dalam
restrukturisasi organisasi, serta
mengidentifikasi hambatan dan upaya yang
dilakukan  pemerintah  daerah  dalam
mengatasi persoalan tersebut. Dengan begitu,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap upaya pembenahan tata
kelola kepegawaian yang lebih profesional
dan berlandaskan hukum di Kabupaten
Mukomuko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan interaksi antara peneliti dengan
apa yang diteliti sangat erat dan tidak
terpisahkan. Peneliti menganalisis berbagai
permasalahan terhadap dinamika penempatan
pegawai  dalam  restrukrisasi  organisasi
terthadap peraturan pemerintah nomor 18
tahun 2016 tentang perangkat daerah di
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
Data penelitian terdiri dari jumlah PNS di
Kabupaten Mukomuko, jumlah OPD beserta
data jabatan struktural di Pemerintah
Kabupaten Mukomuko, dan data besaran
jumlah jabatan struktural yang tersedia.
Peneliti memilih untuk menggunakan teknik
non probability sampling. Dimana sumber
data didapat dari hasil wawancara orang yang
sudah ditentukan dati jauh hati sebelumnya.
Dalam hal penempatan pegawai, informan
yang dirasa paling mengetahui hal-hal yang
berkaitan dengan dinamika penempatan
pegawai adalah kepala badan kepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia
kabupaten mukomuko. Ditambah snowball
sampling merupakan teknik pengumpulan
sampel yang awalnya sedikit namun perlahan
menjadi banyak. Hal ini dilakukan jika
sumber data masih dianggap sedikit, maka
akan dicari lagi sumber data yang lain. Pada
penelitian ini penentuan informan pokok
berfungsi sebagai aset sumber data utama.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini
adalah orang yang paling banyak mengetahui
dan terlibat langsung dalam  kegiatan
penempatan  pegawai.  Adapun  teknik
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif
diharapkan dapat menghindari data-data yang
buruk sehingga akan menghasilkan data yang
objektif, valid dan reliabel. Berikut ini adalah
langkah-langkah teknik pengumpulan data
yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan  pengamatan
pada suatu kejadian di lapangan, selanjutnya
dari  pengamatan  tersebut  dilakukan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala,
data dan fakta yang diteliti secara langsung.
Dalam  melakukan  penelitian  terhadap
dinamika penempatan pegawai, peneliti harus
melakukan pengamatan dari berbagai sudut
pandang. Penempatan pegawai adalah hal
sangat dinanti oleh sebagian besar PNS.
Menjadi suatu kebahagiaan jika pribadinya
dipromosikan oleh yang berwenang. Namun
bisa jadi sebaliknya jika PNS tersebut justru
dipindahkan ke tempat yang jauh di luar
prediksinya. Dinamikanya sangat beragam,
butuh  observasi  berulangkali  untuk
memastikan bahwa penempatan pegawai ini
benar-benar menghasilkan dinamika yang
amat kompleks.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode
pengumpulan data dengan melakukan tanya
jawab secara langsung kepada informan guna
mendapat data dan  keterangan yang
menunjang  penelitan.  Seperti  yang
dinyatakan Lexy Moleong (2012:186) bahwa
“Wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara  (interviewee)”.  Wawancara
merupakan metode pengumpulan data yang
sangat efektif karena bisa bertatap muka
secara langsung dengan informan. Melihat
secara jelas bagaimana ekpresi wajah serta
gesture lain yang memungkinkan peneliti
untuk mendapat informasi baru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan
data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-
surat yang diperlukan dalam penelitian serta
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dokumen-dokumen atau data-data yang
berhubungan dengan data penelitian yaitu
data tentang Dinamika Penempatan Pegawai
dalam Proses Restrukturisasi Organisasi
tethadap Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
Adapun  menurut  Bambang  Rustanto
(2015:60) menyatakan bahwa “Sumber data
penelitian  dokumentasi antara lain: 1)
Dokumen Resmi dan Pribadi, seperti surat
keputusan, surat perintah, notulen rapat dan
lain sebagainya; 2) Dokumen Primer dan
Sekunder. Dokumen primer merupakan
dokumen yang langsung ditulis/dibuat oleh
orang yang mengalami peristwa yang
didokumenkan. Sedangkan dokumen
sekunder adalah  jika  peristiwa  yang
didokumenkan dilaporkan kepada orang lain,
selanjutnya ditulis oleh orang lain tersebut”.
Proses analisis data menggunakan
Sugiyono dalam Bambang Rustanto (2015:71)
menyatakan bahwa “analisa data adalah
proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang  diperoleh  dari
wawancara, catatan lapangan dan
dokumentasi dengan mengorganisasikan data
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke
dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, serta membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
diri sendiri maupun orang lain”. Paling
penting juga adalah teknik pengujian
keabsahan data sangat diperlukan dalam
penelitian ~ sosial ~ yang  menggunakan
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang
bersifat empiris, informasi yang diberikan
maupun perilaku masing-masing informan
mempunyai makna sechingga tidak dapat
langsung diterima begitu saja. Berdasarkan
hal tersebut, setiap data yang diperoleh itu
harus dilakukan pengujian keabsahan data
untuk mengetahui kebenarannya. Penelitian
ini  mengambil lokasi di Pemerintah
Kabupaten Mukomuko, khususnya di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia serta Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
Peneliti  memilih  lokasi ini  dengan
pertimbangan bahwa peneliti merupakan
mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh
pemerintah kabupaten Mukomuko.
Ditambah pemerintah kabupaten Mukomuko

adalah kabupaten yang baru saja dimekarkan,
schingga perangkat daerahnya dirasa masih
belum mumpuni dibandingkan daerah lain di
Provinsi Bengkulu.

Landasan Teoritis :
1. Organisasi

Stephen P. Robins (2015:4)
menyatakan bahwa  “Organisasi  adalah
kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan
secara sadar, dengan sebuah batasan yang
relatif terus menerus untuk mencapai suatu
tujuan bersama atau sekelompok tujuan”.
Orang-orang di dalam sebuah organisasi
mempunyai suatu keterikatan yang terus
menerus. Rasa keterikatan ini tentunya bukan
berarti keanggotaan seumur hidup. Hal ini
dimaksudkan seberapa banyakpun kegiatan
yang berada di suatu organisasi, perubahan
maupun dinamika yang tetjadi, para anggota
akan tetap mengikuti serta berpartisipasi
secara teratur guna mencapai tujuan bersama
organisasinya. Tujuan organisasi bisa jadi
dilaksanakan dengan beragam cara dan
beraneka sikap oleh anggota organisasi
(secara individu). Akan tetapi, tujuan
organisasi akan lebih efisien dicapai jika
dilaksanakan dengan bersama-sama atau
melalui usaha kelompok.

Pada dasarnya, organisasi dirancang
untuk mengetahui jumlah pembagian kerja
berdasarkan tugas dan fungsi. Struktur
organisasi yang dibuat sebenarnya hanya
penegasan secara formal untuk mencapai
koordinasi antar pola-pola interaksi. Ermaya
Suradinata (2015:24) menyatakan bahwa
“Ada 4 (empat) komponen dasar sebagai
kerangka untuk mendefinisikan organisasi,
yaitu :

1) Struktur organisasi menggambarkan
pembagian tugas dan tanggung jawab
kepada individu maupun bagian-
bagian pada suatu organisasi;

2) Struktur organisasi menggambarkan
hubungan pelaporan yang ditetapkan
secara resmi dalam suatu organisasi;

3) Struktur organisasi menetapkan
mengelompokan individu menjadi
bagian  dan  organisasi,  dan
pengelompokan bagian-bagian
tersebut  menjadi  bagian  suatu
organisasi yang utuh;

4) Struktur  organisasi menetapkan
sistem hubungan dalam organisasi
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memungkinkan tercapainya
komunikasi, kootrdinasi dan
pengintegrasian  segenap kegiatan
organisasi, baik vertikal maupun
horizontal”.

Tipologi secara umum dapat dikatakan
sebagai  pengetahuan secara  sistematik
tentang tipe yang dipakai untuk menganalisis
suatu  organisasi.  Sedangkan  tipologi
organisasi lebih menitikberatkan kepada
pengklasifikasian suatu organisasi
berdasarkan tipenya.

Strategi  yang  dilakukan  guna
pengembangan organisasi, seringkali
dilakukan untuk meningkatkan keefektifan
organisasi yang ada. Organisasi yang efektif
sebagai organisasi yang mencapai manfaatnya
dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan
stakeholder, = menyesuaikan  sumberdaya
organisasi dengan peluang, mengadaptasi
perubahan lingkungan secara fleksible dan
menciptakan budaya guna meningkatkan
komitmen, kreatifitas, nilai bersama serta
keyakinan bersama. Seperti yang dinyatakan
Labolo (2015:8) bahwa “Dalam hal diskresi,
suatu  tindakan  pemerintah  setidaknya
didasarkan pada 2 (dua) pendekatan utama
yaitu Decision of Logic dan Decision of Will.
Pendekatan Utama (Decision of Logic)
didasarkan pada pertimbangan hukum,
sedangkan pendekatan kedua merujuk pada
pertimbangan politik”.

2. Birokrasi
Feisal Tamin (2004:73) menyatakan
bahwa “Birokrasi adalah suatu struktur
otoritas atau organisasi yang didasarkan atas
peraturan-peraturan yang jelas dan rasional
serta posisi-posisi yang terpisahkan dari orang
yang mendudukinya, sesungguhnya mewakili
kepentingan rakyat maupun pemerintah
dengan fungsi koordinasi, pendisiplinan dan
pengendalian proses pemerintahan dengan
kuat. Kuat dalam arti birokrat yang
profesional dan memiliki akuntabilitas tinggi
kepada rakyatnya”. Menurut Max Weber
dalam Budi Setiyono (2016:51) dinyatakan
bahwa “Otoritas legal menjadi dasar adanya
birokrasi rasional. Adapun dalil otoritas legal

terbagi atas :
1) Tugas-tugas pejabat diorganisasikan
atas dasar yang diatur dan
berkelanjutan;

2) Tugas dibagi dalam tahap-tahap yang
berbeda dari segi fungsional yang
masing-masing dilengkapi
kewenangan (otoritas) dan sanksi
yang sesuai dengan tingkatannya;

3) Jabatan-jabatan diatur secara
hierarkis;
4) Aturan-aturan =~ yang  mengatur

pekerjaan  bisa  bersifat  teknis
maupun legal;

5) Sumber-sumber institusi (fasilitas,
kewenangan)  dibedakan  dengan
sumber-sumber  individu  secara
pribadi;

6) Pemegang jabatan tidak dapat
mengambil jabatannya sebagai milik
pribadi;

7) Administrasi didasarkan pada
dokumen tertulis;

8) Sistem  kekuasaan  legal  (legal
authority) dapat memiliki banyak
bentuk, tetapi bentuk yang paling
murni  adalah  staf  administrasi
birokratis”.

3. Promosi, Mutasi dan Demosi

Promosi  secara  singkat  adalah
pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke
pekerjaan yang lebih tingei posisinya. Dimana
pegawai tersebut pasti akan menerima
tanggungjawab  yang lebih besar serta
penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya.
Promosi adalah hal sangat dinanti oleh setiap
pegawai. Ketika mendapat posisi pekerjaan
yang lebih baik, motivasi seorang pegawai
pasti akan meningkat karena merasa lebih
dihargai apa yang sudah ia kerjakan. Adapun
menurut  Malayu  Hasibuan = (2014:102)
menyatakan bahwa “Mutasi adalah suatu
perubahan  posisi/jabatan/tempat/peketjaan
yang dilakukan secara vertikal (promosi dan
demosi) maupun horizontal di dalam suatu
organisasi”. Artinya, mutasi adalah suatu
perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan
yang lain. Jika jabatannya naik makanya
disebut promosi, sebaliknya disebut demosi.
Mutasi dapat disimpulkan sebagai
perpindahan yang stagnan, tidak naik maupun
turun dalam jabatannya. Demosi juga bagian
dari mutasi, yakni perpindahan pegawai pada
jabatan yang lebih rendah. Adapun menurut
Sondang P. Siagian (2016:172) menyatakan
bahwa  “Seseorang  karena  berbagai
pertimbangan mengalami penurunan pangkat
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atau jabatan dan penghasilan serta tanggung
jawab yang semakin kecil. Dapat dipastikan
bahwa tidak ada seorang pegawaipun yang
senang mengalami hal ini”.

4. Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Andrew E. Sikula dalam Anwar
Mangkunegara (2013:33) menyatakan bahwa
“Recruitment is the act of process of an
organization attempting to obtain additional
manpower  for  operational  purpose.
Recruiting involves acquiring further human
resources to serve as institutional input’.
Secara umum rekrutmen dapat diartikan
sebagai tindakan atau proses dari suatu usaha
organisasi untuk mendapatkan tambahan
pegawai untuk tujuan operasional dengan
melibatkan  sumber daya manusia yang
mampu berfungsi sebagai input lembaga. Hal
tersebut dilakukan mulai dari identifikasi dan
evaluasi sumbet-sumbet rekrutmen,
menentukan banyaknya kebutuhan pegawai,
proses seleksi, penempatan dan orientasi
pegawai. Sondang P. Siagian (2016:103)
menyatakan bahwa “Kendala terhadap proses
rekrutmen terbagi menjadi 3 (tiga) yakni
kendala yang bersumber dari dalam organisasi
yang bersangkutan, kebiasaan mencati tenaga
kerja sendiri serta faktor eksternal organisasi
yang bersumber dari lingkungan dimana
organisasi bergerak”.

5. Teori dan Konsep Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur

Sondang  P.  Siagian  (181:2010)
menyebutkan bahwa “Sumber Daya Manusia
adalah sumber daya terpenting dalam suatu
organisasi’. Secara garis besar dapat
dikatakan bahwa besarnya investasi suatu
organisasi terletak pada pemanfaatan sumber
daya manusia terhadap bidang yang
menanganinya. Bidang sumber daya manusia,
memiliki peran teramat penting guna
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
pada suatu organisasi. Seringkali sulit
membedakan  antara  pelathan  dan
pengembangan  terthadap  sumber daya
manusia pada suatu organisasi. Singkatnya
bisa dikatakan bahwa pelatihan cenderung
dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu
meningkatkan kemampuan seorang pegawai
dalam melakukan tugas yang diberikan
sekarang, sedangkan pengembangan adalah
hal yang lebih berorientasi pada peningkatan
kemampuan  seorang  pegawai  dalam

produktivas ketja pegawai tersebut di masa
yang akan datang.

6. Eksistensi Pegawai Negeri Sipil Menurut
Kebijakan Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah
profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan petjanjian kerja (PPPK)
yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat oleh
pejabat Pembina kepegawaian, lalu diberikan
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan.
Selain  tugas  dalam  suatu  jabatan
pemerintahan, ASN juga dapat diberikan
tugas negara lainnya dengan diberikan gaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) adalah
warganegara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara  tetap oleh  pejabat  pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. Lain halnya dengan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
adalah  warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan. Pegawai ASN berperan
sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan  pembangunan  nasional = melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik
yangprofesional, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Suatu  cara dalam  menghasilkan
sumber daya manusia yang terampil dan
andal petlu adanya suatu perencanaan dalam
menentukan  PNS yang akan mengisi
pekerjaan yang ada dalam OPD Pemerintah
bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan
tenaga ketja terletak pada ketepatan dalam
penempatan PNS baru maupun PNS lama
pada posisi jabatan baru. Proses penempatan
merupakan  suatu proses yang sangat
menentukan dalam mendapatkan PNS yang
kompeten yang dibutuhkan OPD
Pemerintah, karena penempatan yang tepat
dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat
membantu OPD Pemerintah dalam mencapai
tujuan. Adapun pengertian penempatan
menurut  Sondang  Siagian  (2016:169)
menyatakan bahwa “Penempatan tidak hanya
berlaku bagi karyawan baru, akan tetapi
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berlaku pula bagi pegawai lama yang
mengalami alih tugas dan bahkan demosi
sekalipun”.

7.  Restrukturisasi Dalam Organisasi

Adapun  Restrukturisasi ~ menurut
Richard Blackburn (1982) dalam Ermaya
Suradinata  (2015:50), yakni “Cakupan
Restrukturisasi yang merupakan elemen dasar
organisasi adalah kompleksitas, formalisasi
dan  sentralisasi”.  Restrukturisasi  dapat
dilakukan jika sepanjang hasil evaluasi hasil
kinerja struktur organisasi yang ada dirasa
tidak efektif dan efisien. Restrukturisasi pada
dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan yang
ada, kebutuhan terhadap apa yang ingin
dilayani (masyarakat). Budaya kerja serta
kebiasaan individu bisa menjadi salah satu
faktor ketidakoptimalan hasil evaluasi kinerja
dibandingkan dengan apa yang ingin
dicapai/tujuan organisasi.

8. Perangkat Daerah Menurut Perspektif
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi perangkat
daerah yang berupa Dinas atau Badan
diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban
ketja yang besar), Tipe B (beban ketja yang
sedang) dan Tipe C (beban ketja yang kecil).

Penentuan beban kerja bagi Dinas atau

Badan didasarkan pada jumlah penduduk,

luas wilayah, besaran Urusan Pemerintahan

yang  menjadi  kewenangan  daerah,
kemampuan keuangan daerah untuk Urusan

Pemerintahan Wajib serta potensi, proyeksi

penyerapan tenaga ketrja, dan pemanfaatan

lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Sedangkan besaran beban ketja pada Badan

berdasarkan pada jumlah penduduk, luas

wilayah, kemampuan keuangan daerah dan
cakupan tugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statisttk Mukomuko dalam Angka tahun
2016, secara  astronomis  Kabupaten
Mukomuko tetletak antara 020 16’ 32” — 030
07’ 46” Lintang Selatan dan 1010 01° 157 —
1010 129,6” Bujur Timur. Sedangkan
berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten
Mukomuko memiliki batas-batas: Utara —
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
Selatan — Kabupaten Bengkulu Utara; Barat —
Samudera Hindia; Timur - Kabupaten

Kerinci dan Kabupaten Merangin, Jambi.
Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15
kecamatan, 148 desa dan 3 kelurahan.
Kabupaten Mukomuko berdiri dengan dasar
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003
tanggal 25 Februari 2003. Pembentukan
Kabupaten Mukomuko  dimekarkan dari
kabupaten induknya, yakni Kabupaten
Bengkulu Utara. Hal tersebut dilandasi
berbagai  pertimbangan  strategis  yang
bermuara pada pengembangan wilayah dan
optimalisasi pembangunan daerah.

1. Otrganisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Pemerintah  Kabupaten Mukomuko
tetlebih dahulu membuat struktur organisasi
perangkat daerah berdasarkan PP 41 Tahun
2007 tentang Perangkat Daerah. Lalu
direalisasikan secara nyata berupa Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Mukomuko dengan memiliki
beberapa jabatan struktural di dalamnya.
Namun jabatan yang tersedia tersebut
tentunya tidak semuanya terisi karena
berbagai alasan. Sebanyak 8 (delapan) jabatan
eselon Il yang tidak terisi sebagian besar
dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan tersebut telah memasuki
masa pensiun. Adapun jabatan eselon IV
yang tidak terisi yakni sebanyak 99 eselon
IV/a dan 27 eselon IV/b. Jika diukur secara
persentase nya terdapat 23,9% kekosongan
jabatan pada eselon IV/a dan 36,4 % pada
eselon IV/b.

Setelah  diberlakukannya  Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten
Mukomuko  merestrukturisasi  organisasi
perangkat daerahnya sedemikian rupa dan
mendefinitivekannya  dengan  Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mukomuko. Oleh karena hal
tersebut maka struktur organisasi perangkat
daerah yang berdasarkan pada PP 41 tahun
2007 tentang Perangkat Daerah tidak diakui
lagi keabsahannya. Penempatan Pegawai
Negeri Sipil pada eselon 1Ib kali ini berbeda
dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya
Pemerintah Kabupaten Mukomuko
melakukan Lelang Jabatan bagi jabatan tinggi
pratama untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil-
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nya yang telah memenuhi kualifikasi. Dari
sekian banyak jabatan yang dilelang, ada 2
(dua) jabatan eselon IIb yang gagal lelang
dikarenakan kurangnya pelamar pada jabatan
tersebut.

Jika diidentifikasi lebih jauh, Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berhasil
meringkas struktur organisasi perangkat
daerah di Kabupaten Mukomuko. Sebesar
2,8% struktur organisasi yang berada pada

Pemerintah Kabupaten Mukomuko
mengalami perampingan dengan
mengedepankan efisiensi pemanfaatan

sumber daya vyang ada. Ketika suatu
organisasi mengalami perampingan, maka
akan ada 2 (hal) kemungkinan besar yang
terjadi, Pertama, anggaran tunjangan untuk
jabatan struktural akan sangat berkurang
sehingga bisa dialokasikan pada kegiatan yang
lain. Yang kedua, akan ada Pegawai Negeri
Sipil yang kehilangan jabatan eselonnya
karena jabatan eselon yang tersedia penuh
terisi dengan yang lain.

Namun agaknya PP 18 Tahun 2016 ini
berhasil mengurangi tingkat kekosongan
jabatan struktural pada eselon IV/a yang
semula kosong 99 jabatan menjadi hanya 71
jabatan. Walaupun sebenarnya tidak terisinya
jabatan struktural tersebut bukanlah suatu
prestasi, namun penurunan sebanyak 25
jabatan kosong dari sebelumnya adalah suatu
progress yang baik betapa Pemerintah
Kabupaten Mukomuko ingin memperbaiki
stuktur organisasinya menjadi lebih efektif
dan efisien.

2. Komposisi  Pegawai  Negeri  Sipil
Kabupaten Mukomuko

Pegawai Negeri Sipil yang berada pada
Pemerintah Kabupaten Mukomuko secara
menyeluruh berjumlah 3.880 orang. Terdiri
atas 1.828 Pegawai Negeri Sipil berjenis
kelamin laki-laki dan 2.052 Pegawai Negeri
Sipil berjenis kelamin perempuan. Jika dibuat
persentase, Pemerintah Kabupaten
Mukomuko didominasi oleh Pegawai Negeri
Sipil yang berjenis kelamin Perempuan yakni
sebesar 53% dari keseluruhan jumlah Pegawai
Negeri Sipil yang tersedia. Jika diidentifikasi,
Golongan IVa sangat mendominasi pada
Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Hal
tersebut dikarenakan sebagian besar Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Mukomuko memiliki jabatan fungsional guru.

Sebagaimana kita ketahui bahwa guru bisa
naik pangkat secara reguler setiap 2 (dua)
tahun sekali jika angka kreditnya tercukupi.
Golongan/ruang terbanyak kedua adalah
IIIb, dimana miliki persentase sebesar
16,80% mendominasi pada Pemerintah
Kabupaten = Mukomuko. Hal tersebut
merupakan dampak dari beberapa tahun
silam, dimana jumlah formasi bagi satjana
sangat diprioritaskan pada penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setelah 4
(empat) tahun terlewati, para sarjana yang
memiliki Golongan/ruang Illa bisa naik
pangkat menjadi I11b.

Jumlah sebaran Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Mukomuko
mayoritas berada pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yakni sebesar 48,11% dari
jumlah  Pegawai  Negeri Sipil  secara
keseluruhan. Sebagian besar Pegawai Negeri
Sipil yang berada di Pemerintah Kabupaten
Mukomuko memiliki jabatan fungsional
sebagai guru. Lalu disusul oleh Dinas
Kesehatan yang mendominasi  sebesar
15,12% serta Rumah Sakit Umum Daerah
sebesar 3,8% sebagai fungsional tenaga
medis, Sekretariat Daerah sebesar 3,2% dan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
sebesar 2,5% dari seluruh Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko
yang berjumlah 3.880 orang. Agaknya
Pemerintah Kabupaten Mukomuko sengaja
menempatkan begitu banyak Pegawai Negeri
Sipil pada wunit kerja tersebut karena
mengutamakan terpenuhinya pelayanan pada
bidang pendidikan (guru), bidang kesehatan
(tenaga medis), bidang administrasi serta
bidang pekerjaan umum seperti
pembangunan dan pemeliharaan berbagai
sarana prasarana pemerintah guna menunjang
aktivitas masyarakat pada umumnya. Adapun
penempatan pejabat tethadap Organisasi
Perangkat Daerah yang baru meliputi sekian
banyak Pegawai Negeri Sipil dengan latar
belakang pendidikan yang berancka ragam.
Ada yang menempati jabatan sesuai dengan
kualifikasi dan kompetensi, namun tak jarang
juga yang terlihat rancu antara jabatan dan
gelar pejabat yang mengembannya.

Gelar yang paling banyak dimiliki oleh
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Mukomuko adalah  Satjana
Ekonomi. Sebesar 12,6% sarjana tersebut
mendominasi  segala  jabatan  struktural
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terutama di bidang pengelolaan keuangan.
Seluruh  organisasi  perangkat  daerah
membutuhkan  Sarjana Ekonomi untuk
ditempatkan  pada  Subbag  Keuangan.
Walaupun pada kenyataannya, masih ada
Sarjana Ekonomi yang menduduki jabatan
strategis seperti Camat. Seorang Camat harus
mampu mengelola keuangan, melihat peluang
serta meminimalisir pengorbanan untuk
mencapai  hasil yang maksimal. Prinsip
Ekonomi memang harus diterapkan dimana
saja dan kapan saja. Namun khusus untuk
sektor pemerintahan, seharusnya lebih baik
jilka para Sarjana Ekonomi ini difokuskan
pada jabatan strategis pengelolaan keuangan
daerah saja. Gelar terbanyak kedua yakin
sebesar  9,7%  jabatan  struktural pada
Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah
Sarjana Hukum. Seperti yang kita ketahui
bahwa Kabupaten Mukomuko baru saja
dimekarkan sejak 14 tahun yang lalu dari
Kabupaten Bengkulu Utara. Sarjana Hukum
dibutuhkan guna membangun regulasi yang
kuat pada Pemerintah Kabupaten
Mukomuko. Berbagai jabatan  strategis
ditempati oleh Sarjana Hukum, fungsinya
hanya 1 (satu) yakni agar mengurangi deviasi
yang berkaitan dengan regulasi. Lalu disusul
oleh Sarjana Teknik yang mendominasi
sebanyak 6,8% jabatan struktural pada
Pemerintah  Kabupaten Mukomuko dan
sebanyak 5,1% didominasi oleh Sarjana
Pertanian yang tersebar pada organisasi
perangkat daerah yang tersedia.

Dari data yang ada, setidaknya ada 40
dari 646 jabatan struktural yang berada di
Pemerintah Kabupaten Mukomuko diisi oleh
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gelar Ahli
Madya Pendidikan, Satjana Pendidikan
hingga Magister Pendidikan. Sebenarnya akan
menjadi satu kesatuan yang harmonis jika apa
yang dipelajari dibangku sekolah  bisa
diaplikasikan secara langsung pada jabatan
yang diemban. Ada keseimbangan antara
teori dan praktek, sehingga korelasinya
tercipta nyata. Bagaimana bisa apa yang tidak
dipelajari secara teori, namun dipraktekkan
secara langsung pada pelayanan terhadap
masyarakat? Pasti hasilnya tidak akan
seoptimal jika pemahaman yang dimiliki
mencakup teori dan praktek.

3. Dinamika Penempatan Pegawai dalam
Restrukturisasi  Organisasi  Perangkat
Daerah
Menurut dokumentasi data yang

peneliti observasi, jika menyesuaikan PP 41
Tahun 2007 di setiap struktur organisasi
perangkat daerah akan terdapat Kepala
Bidang Keuangan yang menduduki Eselon
IIIb. Lalu yang terjadi saat menyesuaikan PP
18 Tahun 2016 ini, Kepala Bidang Keuangan
tak lagi ada namun berubah menjadi Kepala
Sub Bagian Keuangan yang notabene-nya
hanya Eselon IVa pada struktur organisasi
masing-masing OPD. Akhirnya yang terjadi
yakni seluruh Kepala Bidang Keuangan
mayoritas  diberi  jabatan  fungsional
umum/pelaksana  karena ketidaktersediaan
jabatan pada eselon yang sama. Betapa
banyak Kepala Bidang Keuangan yang kontra
akan kebijakan ini, protes karena merasa tidak
fair.

Observasi peneliti secara langsung
dapat  melihat  bagaimana  dinamika
penempatan  pegawal  sangat  beragam
bentuknya. Ketidakpuasan terhadap
keputusan yang ada, namun selama memiliki
“backing-an” maka semua itu bisa dianulir
atau diperbaiki sesuai dengan keinginan.
Begitu nikmatnya bekerja, mudah sekali
berpindah tempat tanpa berpikir masih
banyak Pegawai Negeri Sipil di sekitarnya
yang  sebenarnya lebih  layak  untuk
diperhitungkan. Hanya saja karena “berdiri
sendiri” membuatnya tidak sanggup bertahan,
lalu akhirnya tersingkir dan semakin jauh
tetbuang  tidak  diperhitungkan. Ini
merupakan realita yang terjadi, sulit untuk
mempertahankan idealisme sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang jujur dan amanah.

4. Hambatan Penempatan Pegawai dalam
Restrukturisasi  Organisasi  Perangkat
Daerah

Hambatan pertama yang paling
dirasakan seperti yang diungkapkan Kepala

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah saat

diwawancara oleh peneliti beberapa saat yang

lalu  yakni masih sangat terbatasnya
pemahaman para Kepala OPD terhadap
penghitungan beban kerja guna pemberian
tipe akan OPD-nya. Selain itu berdasatkan
hasil wawancara dengan Seckretaris Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia disebutkan pula bahwa masih
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banyak pejabat berwenang vyang tidak
mengerti ketika seorang Pegawai Negeri Sipil
diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
dengan formasi jabatan fungsional tertentu,
maka yang bersangkutan tidak bisa pindah
pada jabatan fungsional lain yang tidak sesuai
dengan formasi awal saat ia diterima sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil. Hambatan yang
lain  juga disebutkan yakni berkenaan
kekosongan jabatan. Jumlah keseluruhan
jabatan  struktural yang tersedia  yakni
sebanyak 646 jabatan, namun masih banyak
sekali yang kosong terutama pada eselon IVa
dan IVb. Alasan faktor jarak tempuh dari
tempat tinggal ke kantor (komplek pemda)
membuat yang bersangkutan menolak untuk
menerima jabatan struktural tersebut. Selain
itu, mayoritas Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Mukomuko ini adalah perempuan
sehingga cenderung lebih ingin menjadi staf
atau pelaksana agar beban pekerjaan tidak
terlalu berat. Berdasarkan observasi peneliti
hambatan lainnya yakni ketersediaan Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki golongan/ruang
yang sesuai untuk menduduki jabatan
struktural masih sangat terbatas. Sehingga
jabatan yang tersediapun terpaksa menjadi
kosong. Selain itu, kekuatan politis memang
sangat mendominasi dalam penempatan
pegawai. Para penguasa khawatir jika
dikelilingi oleh orang yang tidak satu visi
dengannya.

5. Upaya Guna Meminimalisir Hambatan

Penempatan Pegawai dalam
Restrukturisasi  Organisasi  Perangkat
Daerah

Dalam wawancara peneliti bersama
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,
Beliau menyebutkan bahwa kepada Pegawai
Negeri Sipil yang masih kurang dalam
pemahaman perubahan regulasi ataupun
restrukturisasi organisasi yang baru, Bagian
Organisasi ~ Sekretariat ~ Daerah  akan
memberikan sosialisasi berbentuk
pemahaman  secara  intensive  tentang
peraturan perundang-undangan yang update
dengan pendekatan yang persuasif.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber Daya Manusia
menyatakan pula dalam wawancaranya bahwa
untuk mengantisipasi adanya tekanan dari
kepentingan politis, titipan si A, B dan C
Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam

hal ini  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan  Sumber Daya Manusia
memberikan ruang khusus hanya 30% dari
jumlah jabatan struktural yang tersedia. Bagi
mereka yang memiliki kompetensi sesuai
kualifikasi yang diharapkan masih bisa
bersaing secara schat di dalam 70% lainnya
yang tidak terintimidasi oleh politisasi
organisasi tersebut. Hal lain disebutkan pula
bahwa pada 3-6 bulan kedepan akan dilihat
progress dari 30% Pegawai Negeri Sipil
titipan tersebut. Jikalau tidak mencapai target
kinerja yang diharapkan oleh Bupati, maka
yang bersangkutan bisa saja dimutasi kembali.
Jadi bisa dikatakan masa transisi PP 41 Tahun
2007 ke PP 18 Tahun 2016 ini masih dalam
tahap percobaan selama 6 (enam) bulan.

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan
Karir  dan  Informasi Kepegawaian
menyebutkan dalam wawancaranya yakni
memang masih banyak sekali jabatan yang
kosong, tetapi pelayanan tidak boleh
tethambat karenanya. Solusinya adalah ada
beberapa Pegawai Negeri Sipil yang double
job atau Plt (Pelaksana Tugas) di jabatan lain
selain jabatan yang diembannya. Juga upaya
lain disebutkan bahwa untuk meminimalisir
kekurangan tenaga medis seperti dokter
spesialis, ada berbagai bentuk beasiswa yang
ditawarkan salah satunya adalah tugas belajar
dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Tugas belajar ini bukan hanya untuk dokter
spesialis saja, bagi yang ingin semakin ahli
dibidangnya siapapun diberi kesempatan yang
sama. Harapannya bisa melengkapi kualifikasi
dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang
masih dirasa kurang.

PENUTUP

Dinamika penempatan pegawai dalam
restrukturisasi organisasi perangkat daerah di
Kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa
secara umum  perubahan  nomenklatur
organisasi telah berjalan sesuai ketentuan
yang berlaku. Restrukturisasi ini berdampak
pada perubahan tipe dan struktur organisasi
yang menyebabkan terjadinya perampingan
jumlah jabatan struktural. Dalam proses
penempatan, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) telah berupaya menyesuaikan
kualifikasi pegawai dengan jabatan yang
tersedia, mempertimbangkan latar belakang
pendidikan dan pengalaman kerja.
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Namun, penempatan pegawai tidak
lepas dari berbagai hambatan. Salah satu
hambatan ~ utama  adalah  kurangnya
pemahaman kepala OPD dalam melakukan
analisis beban kertja, yang menyulitkan proses
penetapan  tipe  organisasi. Selain itu,
penghapusan  posisi  Kabid  Keuangan
menyebabkan kekosongan jabatan struktural
eselon 1II, yang berdampak pada non-job
beberapa  pejabat. Kekurangan  jumlah
pegawai  dengan  golongan  memadai,
minimnya  minat  pegawai  terhadap
pengembangan karir, dan kendala geografis
serta  sosial—seperti dominasi  pegawai
perempuan yang enggan menduduki jabatan
struktural karena beban kerja—semakin
memperumit kondisi. Tak kalah penting,
intervensi politik dalam penempatan pegawai
menyebabkan ketidaksesuaian antara jabatan
dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Untuk mengatasi hambatan tersebut,
pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi
melakukan sosialisasi dan pelatthan bagi
pejabat terkait beban kerja dan analisis
jabatan. BKPSDM juga menerapkan solusi
sementara seperti penunjukan pelaksana
tugas (Plt) dan sistem double job bagi
pegawai yang dianggap mampu. Di samping
itu, upaya peningkatan kapasitas pegawai
dilakukan dengan mendorong partisipasi
dalam program beasiswa atau tugas belajar.
Terhadap politisasi organisasi, BKPSDM
mengakomodasi kompromi dengan
memberikan ruang terbatas sebesar 30% bagi
pengaruh politik, sementara 70% posisi tetap
diprioritaskan bagi pegawai yang
berkompetisi secara profesional.

Saran  dari peneliti menekankan
perlunya revolusi mental di kalangan pegawai
agar mereka siap ditempatkan di mana saja
sesuai kebutuhan organisasi. Pemerintah
Kabupaten Mukomuko juga disarankan
mengajukan penambahan formasi CPNS ke
Kementerian PAN-RB untuk memenuhi
kebutuhan pegawai yang semakin kompleks.
Untuk pegawai yang berdomisili jauh,
disarankan penyediaan rumah dinas yang
dekat dengan tempat kerja. Soal kesetaraan
gender dalam jabatan struktural, disampaikan
bahwa jam kerja yang sama antara laki-laki
dan perempuan scharusnya tidak menjadi
penghalang  untuk perempuan  berkarir.
Peneliti juga menyoroti bahwa praktik kolusi,
korupsi, dan nepotisme dalam penempatan

pegawai adalah warisan lama yang hanya bisa
diperangi melalui pendekatan spiritual dan
keyakinan akan keadilan rezeki dari Tuhan
Yang Maha Esa.
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ABSTRAK

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah kualitas pelayanan
pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Q/ne di Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat.
Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Budaya
Kerja Aparatur terthadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis
Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara; (2) Mengetahui dan
menganalisis pengaruh Komuniikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan
Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara; (3)
Mengetahui dan menganalisis pengaruh Budaya kerja Aparatur dan
Komunikasi secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan
Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deksriptif yang
bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh kedua variabel bebas
terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Pengumpulan
data dilakukan dengan studi Kepustakaan dan survei. Penentuan sampel

digunakan sampel sampel jenuh (sensus) sebanyak 150 responden.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: (1)
Terdapat pengaruh Budaya Kerja Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan
Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren
Utara sebesar 53,9%; (2) Terdapat pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas
Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan
Tanjung Duren Utara sebesar 54,5%; (3) Terdapat pengaruh Budaya Kerja
Aparatur dan Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan
Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara
sebesar 57,1%.

Kata Kunci : Budaya Kerja, Komunikasi, Kualitas Pelayanan,
Pelaporan Masyarakat

PENDAHULUAN

Amanat Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan b ahwa salah satu tujuan
Negara adalah turut serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, hal ini sejalan dengan salah satu
Nawacita kedua yang disuguhkan oleh
Presiden Joko Widodo yaitu membuat
pemerintah tidak absen dengan membangun
tata kelola pemerintah yang bebas, efektif,
demokratis  dan  terpercaya,  dengan
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membersihkan ~ prioritas  pada  upaya
memulihkan kepercayaan publik pada intitusi-
institusi demokrasi dengan melanjutkan
konsolidasi demokrasi melalui reformsi sistem
kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Kedua eclemen  tersebut jelas
memperlihatkan sebuah peran Negara dalam
melindungi keutuhan manusianya sebagai
warga  Negara, schingga  Pemerintah
mengangap perlu untuk meningkatkan
kepercayaan public dengan sistem yang bebas
dan efektif. Dalam hal tersebut Pemerintah
DKI Jakarta merespon positif dengan
menerbitkan sistim aplikasi berbasis internet
yaitu Qlue yang langsung dapat memfasilitasi
keluhan warganya dalam segala hal yang
menyangkut kesejahteraan dan ketertiban di
Provinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan ~ keseluruhan  luas
wilayah 7.659,02 km?, meliputi 662,33 km?

daratan, dan 6.977,5 km? lautan, Provinsi DKI
Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi
dan satu Kabupaten Administrasi. Kota
Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13
km?2; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan
luas 146,66 km2; Kota Administrasi Jakarta
Barat dengan luas 129,54 km2; Kota
Administrasi Jakarta Selatan dengan luas
141,27 km?2; dan Kota Administrasi Jakarta
Timur dengan luas 188,03 km2, serta
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
dengan luas 8,70 km2. Secara administrasi
kewilayahan, masing-masing Kota dan
Kabupaten Administratif dibagi menjadi
beberapa kecamatan. Masing-masing
kecamatan tersebut dibagi menjadi beberapa
kelurahan. Adapun penyebaran Kecamatan
dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah
sebagai berikut :

Gambar 1

Sebaran Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta

70 - 65
60 - 56
50 {44
40 A 31
30 A
B Kecamatan
20 1 M N ol 10 )
10 - 0 57 B Kelurahan
0 I I 1
X 0 X, & \§ O
Q\)e"’ S;a" Q;g'b & &N
@ % @ @ N
\’D \'b \‘b \%;:_ Q\)\
&

Atas dasar kondisi kewilayahan yang
demikian itu dan dengan jumlah penduduk
yang mencapai 10.187.595 juta jiwa pada
tahun 2011, Provinsi DKI Jakarta tampak
menjadi  daerah yang sangat dinamis.
Sementara  itu  pesatnya  pertambahan
penduduk di Provinsi DKI Jakarta terkait erat
dengan kedudukan Jakarta sebagai pusat

pemerintahan  dan  perckonomian  yang
memiliki daya tarik bagi penduduk di luar
Jakarta untuk tinggal dan atau mencari
penghidupan. Penduduk yang datang pun
beragam, baik dari sisi budaya, etnis maupun
tingkat  pendidikannya. Keragaman ini
menjadikan Jakarta sebagai kota yang kaya
budaya dan menjadi kawasan pertemuan
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budaya yang dinamis. Apabila tidak dikelola
dengan baik, keragaman ini tentu dapat
menimbulkan berbagai masalah perkotaan
seperti misalnya munculnya para pedagang
kaki lima yang menganggu ketertiban umum,
buang sampah sembarangan, aktivitas parkir
liar, jalan yang rusak dan drainase yang tidak
lancar.

Terhadap masalah perkotaan yang
demikian itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
tentu memerlukan berbagai pendekatan untuk
tidak hanya meningkatkan kinerja aparatur
namun sekaligus juga untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan
lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur
Provinsi DKI Jakart Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Respon
Opini Publik. Dalam instruksi ini dinyatakan
bahwa dalam rangka upaya mewujudkan visi
”Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapih,
menjadi tempat hunian yang layak dan
manusiawi, memiliki masyarakat  yang
berkebudayaan dan dengan pemerintahan
yang beroreintasi pada pelayanan publik”,
pengaduan masyarakat yang masuk di Respon
Opini Publik Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta yang berasal dari berita online, LAPOR
1708, Facebook, Email, Kliping Media, SMS
Center, Balai Warga, Twiter, Unjuk Rasa, Call
Center 164, perlu ditindak lanjuti. Untuk itu,
Gubernur mengintruksikan  kepada para
Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, para
Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk
: (1) Menyelesaikan permasalahan darinase,
jalan rusak, pakir liar dan kaki lima yang ada di
wilayahnya dengan berkoordinasi dengan
SKPD/UKPD  terkait; (2) Melaporkan
kondisi wilayahnya secara rutin dan membuat
program usulan yang dapat menyelesaikan
masalah tersebut sebagaimana tercantum
dalam lampiran Instruksi Gubernur ini; (3)
Melaporkan hasil pelaksanaan  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait dengan Instruksi Gubernur di
atas, Gubernur Provinsi DKI Jakarta
menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 223 Tahun 2015 Tentang
Penggunaan Aplikasi Jakarta Smart City di
Lingkungan Pemerintah  Provinsi DKI
Jakarta. Dalam instruksi ini dinyatakan bahwa
dalam rangka mewujudkan peningkatan

pelayanan dan keterbukaan informasi publik
di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta serta sebagai upaya
menciptakan tata kelola pemerintahan yang
transparan  berbasis  teknologi informasi,
dengan ini menginstruksikan kepada para
Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta; para
Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta; para
Walikota Provinsi DKI Jakarta; Bupali
Kepulauam Seribu Provinsi DKI Jakarta; para
Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta; para
Camat Provinsi DKI Jakarta; para Lurah
Provinsi DKI Jakarta untuk : Satu,
mengunduh Aplikasi Mobile JSC (Jakarta
Smart City Apps) dan Jakarta Smart City
Portal pada telepon genggam pintar serta
pedoman pemanfaatannya; kedua,
mengoperasionalkan  dan  memanfaalkan
aplikasi-aplikasi yang ada pada Jakarta Smart
City Apps dan Jakarta Smart City Portal
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
serta menambah informasi dan potensi
mengenai Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta  sesuai  kewenangannya;  ketiga,
menugaskan para staf di lingkungan Satuan
Ketja  Perangkat  Daerah/Unit  Ketja
Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-
masing untuk mengunduh dan memanfaatkan
Jakarta Smart City Apps dan Jakarta Smart
City Portal, guna peningkatan monitoring dan
tindak lanjut pelaporan/pelayanan publik.

Konsekuensi  dari  terbitanya dua
intruksi Gubernur tersebut adalah bahwa
semuan SKPD/UPKD Provinsi DKI Jakarta
wajib melaksanakan pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi Qlue. Terdapat
dua hal penting yang tercakup dalam
pelayanan pelaporan masyarakat berbasis
aplikasi  Qlue ini. Pertama, bagaimana
SKPD/UPKD mengelola informasi yang
masuk dari masyarakat melalui Aplikasi Jakarta
Smart City Apps dan Jakarta Smart City Portal
pada telepon genggam pintar sebagai suatu
konsep pelayanan informasi publik. Kedua,
bagaimana SKPD/UPKD menindaki lanjut
informasi yang masuk dari masyarakat melalui
aplikasi teknologi informasi tersebut. Dengan
demikian terwujud peningkatan pelayanan dan
keterbukaan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tercipta
pula tata kelola pemerintahan yang transparan
berbasis teknologi informasi.

Merujuk kepada kebijakan pelayanan
yang  demikian itu, setiap SKPD/UPKD,
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termasuk Kelurahan Tanjung Duren Utara,
wajib  melaksanakan pelayanan  dan
keterbukaan  informasi  publik  untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transparan  berbasis teknologi informasi.
Pelayanan ini terkait dengan penyelesaian
permasalahan darinase, jalan rusak, pakir liar
dan kaki lima yang ada di wilayahnya masing-
masing,.

Maka dalam  konteks itu, dari
pengamatan langsung diperoleh catatan bahwa
pelayanan pelaporan masyarakat berbasis
aplikasi Qlue yang diselenggarakan oleh
Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Admnistrasi
Jakarta Barat, belum optimal dalam merespon
dinamika laporan masyarakat yang masuk
melalui aplikasi Qlue. Atau dengan anggapan
lain, kualitas pelayanan pelaporan masyarakat
berbasis aplikasi Qlue masih belum optimal
untuk  memenuhi  harapan  masyarakat,
terutama yang terkait dengan laporan yang
harus ditindaklanjuti.

Sekurang-kurangnya tercatat tiga hal
yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di
Kelurahan Tanjung Duren Utara belum

optimal dalam memenuhi harapan masyarakat
setempat. Pertama, jumlah aparatur dan
fasilitas pelayanan yang terfokus untuk
melayani laporan masyarakat masih terbatas.
Hal ini terindikasi dari lemahnya perhatian
aparatur terhadap setiap laporan masyarakat.
Kedua, lemahnya respon aparatur terhadap
setiap laporan masyarakat. Ketiga, keandalan
aparatur dalam menyikapi dan
menindaklanjuti laporan masyarakat masih
terkendala oleh lemahnya koordinasi dengan
instansi terkait, terutama yang terkait dengan
masalah sarana dan prasarana lingkungan.

Kuantitas petugas dilapangan dan
penerima laporan masyarakat yang terkait
dengan aplikasi Qlue tersebut sangatlah minim
mengingat pelayanan yang dilaksanakan bukan
hanya terkait dengan permasalahan yang
timbul akibat dari pelaporan aplikasi Qlue.
Jumlah petugas yang tersedia di Kelurahan
Gorgol Petamburan adalah sebanyak 11
petugas diluar Kepala Kelurahan dan
Sekretaris Kelurahan.

Berdasarkan data sepanjang tahun 2015
bahwa terdapat pelaporan berbasis aplikasi
Qilne, yang belum di tindak lanjuti yaitu sebagai
berikut :

Gambar 2
Tindak Lanjut Pelaporan Aplikasi Qlue
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Sumber: Laporan Pengaduan Qlue Kel. Tanjung Duren Utara, 2016

Berdasarkan data yang tersaji terlihat
dari total 312 pelaporan pengaduan hanya
sebanyak 253 pelaporan pengaduan yang
mendapat tindak lanjut dari petugas atau

sekitar 81.1%, hal ini memperlihatkan bahwa
sebesar 18.9% kurang mendapat respon dari
petugas di Keluranhan Tanjung Duren Utara
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dalam merespon pelaporan  pengaduan
masyarakat berbasis aplikasi O/ze.

Belum optimalnya kualitas pelayanan
pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di
Kelurahan Tanjung Duren Utara tampak
menjadi suatu fenomena kinerja pelayanan
publik yang tidak berdiri sendiri. Mengapa
demikian, karena terdapat sejumlah variabel
yang  berkorelasi atau = mempengaruhi
fenomena tersebut.

Mengacu pada fenomena tersebut,

penulis berasumsi bahwa budaya kerja
aparatur dan sistem komunikasi layak
dianggap  sebagau dua variabel yang
berpengaruh  signifikan terhadap kualitas
pelayanan pelaporan masyarakat berbasis
aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Dutren
Utara. Untuk mengaktualisasikan asumsi ini,
penulsi termotivasi untuk melakukan suatu
pendekatan penelitian. Untuk itu, penulis
memilih judul penelitian berikut :
”Pengaruh  Budaya Kerja Aparatur dan
Komunikasi Terhadap Kualitas Pelayanan
Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue
di Kelurahan Tanjung Duren Utara
Kecamatan  Grogol Petamburan Kota
Admnistrasi Jakarta Barat”

Judul penelitian tersebut di atas dipilih
dengan alasan bahwa fenomena pelayanan
pelaporan masyarakat betrbasis aplikasi Qlue
dan korelasinya dengan budaya kerja aparatur
dan sistem komunikasi merupakan obyek bagi
penerapan Ilmu Administrasi Pemerintahan
Daerah. Argumennya adalah bahwa pelayanan
pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue
serta budaya kerja aparatur dan sistem
komunikasi ~ merupakan  elemen-elemen
administrasi pemerintahan daerah.

METODE PENELITTAN

Unit andlisis dalam penelitian ini adalah
seluruh unit kerja Kelurahan Tanjung Duren
Utara, Kecamatan Grogol Petamburan yang
berada dalam wilayah Kota Administras
Jakarta Barat. Populasi penelitian sebanyak
150 orang yang terdiri atas petugas pelayanan
Pelaporan Masyarakat Berbasi Aplikasi Qlue
sebanyak 53 pegawai dan Petugas RT dan RW
di Kelurahan Tanjung Duren Utara yang
memiliki Aplikasi Qlue sebanyak 97 dalam
kurun waktu satu bulan pelayanan.

Dengan keterjangkauan jumlah
populasi maka jumlah sampel penelitian yang
dijadikan responden penelitian pada penelitian

ini adalah seluruh jumlah populasi. Maka atas
dasar tersebut maka penelitian in dilakukan
dengan menggunakan sampel jenuh (sensus)
sesperti yang dikemukakan oleh Sugiyono
(2009:85) “bahwa Sampling jenuh adalah
teknik penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel”. Jadi
sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa
sampel yang dijadikan responden penelitian
pada penelitian ini berjumlah 150 responden.

Teknik pengumpulan data sekunder
dari berbagai buku dan dokumen serta data
primer dari para responden yang menjadi
sampel penelitian yaitu dengan menggunakan
studi kepustakaan, observasi, kuesioner
penelitian.  Adapun teknik analisis data
menurut sudjana (1996: 4), data yang
berbentuk bilangan disebut data kuantitatif,
harganya berubah-ubah atau bersifat variabel.
Dari nilainya dikenal dua golongan data
kuantitatif ialah : Data dengan variabel diskrit
atau singkatnya data diskrit dan data dengan
variabel kontinu disingkatnya data kontinum.
Adapun rumus statistik yang digunakan dalam
menganalisis data penelitian ini yaitu dengan
menggunakan persamaan regresi, koefisien
korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji F.

Kerangka Pemikiran

Pelayanan masyarakat yang efektif jelas
sangat membutuhkan dukungan budaya ketja
aparatur kelurahan, agar kinerja pelayanan
masyarakat tersebut menjadi berkualitas dan
maksimal dalam menjangkau seluruh sasaran
pelayanan. Untuk itu dibutuhkan dukungan
budaya ketja aparatur kelurahan. Triguno
(1999:9) yaitu melaksanakan Budaya Kerja
mempunyai arti yang sangat dalam, karena
akan merubah sikap dan perilaku SDM untuk
mencapai produktivitas ketja yang lebih tinggi
dalam menghadapi tantangan masa depan.
Manfaat yang didapat antara lain sebagai
berikut : menjamin hasil kerja dengan kualitas
yang lebih baik, membuka seluruh jaringan
komunikasi,  keterbukaan, kebersamaan,
kegotongroyongan, kekeluargaan,
menemukan kesalahan dan cepat
memperbaiki; cepat menyesuaikan  diri
tethadap perkembangan dari luar (faktor
eksternal seperti pelanggan, teknologi, sosial,
ekonomi dan lain-lain); mengurangi laporan
berupa data-data dan informasi yang salah dan
palsu. Disamping itu masih banyak lagi
manfaat yang muncul seperti kepuasaan ketja
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meningkat, pergaulan yang lebih akrab,
disiplin meningkat, pengawasan fungsional
berkurang, pemborosan berkurang, tingkat
absensi turun, ingin belajar terus, ingin
memberikan yang terbaik bagi organisasi dan
lain-lain.

Berdasarkan deskripsi rujukan teori
yang tersaji di atas, dapat dirangkai definisi
konseptual variabel penelitian bahwa Budaya
KRerja  adalalh budaya kerja aparatur Keluraban
Tanjung ~ Duren  Utara  Kecamatan — Gorgol
Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat yang
terungkap dari pandangan, sikap dan perilaku kerja
aparatur dalam  pelaksanaan program pelayanan
pelaporan  masyarakat  berbasis  aplikasi  Qlue.
Definisi konseptual ini dideskripsikan menjadi
tiga dimensi kajian : Dimensi pandangan kerja
aparatur, Dimensi sikap kerja aparatur, dan
Dimensi perilaku ketja aparatur.

Dimensi  Pandangan — Kerja — Aparatur
dideskripsikan  lagi menjadi  indikator-
indikator : (1) Persepsi ketja, (2) Harapan
kerja, (3) Semangat kerja, dan (4) Motivasi
ketja.  Dimensi  Sikap  Kerja — Aparatur
dideskripsikan  lagi menjadi  indikator-
indikator (5) Sikap dalam menerima
peketjaan, (6) Sikap dalam melaksanakan
peketjaan, (7) Sikap dalam menyampaikan
informasi kepada masyarakat, dan (8) Sikap
dalam melayani masyarakat, Dimensi Perilakn
Kerja  dideskripsikan menjadi indikator-
indikator (9) Produktivitas kerja, (10)
Efektivitas kerja, (11) Efisiensi kerja, dan (12)
Akuntabilitas ketja.

Menurut Pace and Faules (20006:20).
bila kita melihat apa yang terjadi ketika
seseorang tetlibat dalam komunikasi, kita
menemukan bahwa terdapat dua bentuk
umum tindakan yang tetjadi : (1) penciptaan
pesan  atau, lebih  tepatnya, penciptaan
pertunjukan (display); dan (2) penafsiran pesan
atau penafsiran pertunjukan.

Menunjukkan (#o display) berarti bahwa
anda membawa sesuatu untuk diperhatikan
atau orang lain. Agar pertunjukan menjadi
suatu bentuk perilaku komunikasi, ia harus
mereprentasikan  atau  mewakili  atau
melambangkan sesuatu lainnya. Ketika anda
menciptakan suatu pertunjukan pesan, anda
terlibat dalam suatu aspek komunikasi
mengundang perhatian atas sesuatu. (Pace and
Faules, 2006:27).

Bentuk kedua perilaku yang terjadi
ketika seseorang terlibat dalam komunikasi

adalah  menafsirkan  pertunjukan-pesan
(Redding, 1972, dalam Pace and Faules,
20006:28) Menurut  Random  House
Dictionary, menafsitkan (#o interpref) berarti
menguraikan atau memahami sesuatu dengan
suatu cara tertentu. Komunikasi dapat
dibedakan dengan semua perilaku manusia
dan organisasi lainnya karena ia melibatkan
proses mental memahami orang, objek, dan
peristiwa, yang kita sebut pertunjukan-pesan.
Satu-satunya pesan yang penting dalam
berkomunikasi adalah pesan yang berasal dari
proses penafsiran (Rendding & Sanborn,
1964, dalam Pace and Faules, 2006:28) Kita
mungkin secara sadar atau untuk melukiskan
suatu makna yang kita miliki, namun satu-
satunya makna yang mempunyai pengaruh
tethadap orang-orang adalah makna yang
diberikan orang-orang itu pada pertunjukan
tersebut. Apa yang ada dalam pikiran kita
tidaklah menjadi soal; bagaimana orang lain
menafsirkan apa yang kita lakukan atau
katakan adalah apa yang mempengaruhi
perasaan dan tindakannya.

Selanjutnya, berdasarkan  pendapat
Hasan (2014,1.3) menjabarkan tentang
Komunikasi Pemerintahan adalah proses
dinamik, di mana pesan-pesan di kemas,
dimunculkan dan ditafsirkan. Pradigma
komunikasi pemerintahan ditinjau dari sudut
pandang teoritis dan pragmatis dapat diamati
dari tiga aspek penyelenggaraan pemerintahan
yang mencakup: 1) Aspek Struktural; 2) Aspek
Prosedural; dan 3) Aspek Kultural.

Dalam konteks yang demikian itu, suatu
pesan yang disampaikan mungkin akan
menimbulkan  efek  komunikasi  yang
diharapkan. Namun sebaliknya, suatu pesan
mungkin akan menimbulkan efek komunikasi
yang tidak diharapkan. Karena itu diperlukan
suatu konsep pemahaman yang mendalam
tethadap pentingnya  komunikasi dalam
proses pelaksanaan pekerjaan yang tercakup
dalam karir pegawai. Dalam konteks ini,
Ruben and Steward (1998:3) mengatakan :

Careers in business, government, or education
call on our abilities to analyze communication
situations, develop effectively communication
strategies, collaborate effectivelywith others, and
receive and present ideas effectively through
various communication channels. Studies of
various occupations consistently identify the
following  commmunication  competencies  as
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among the most critical to success : Personal
Skills and attitudes, Interpersonal skills, Oral
and Written

Dengan landasan teori komunikasi dari
Hasan (2014, 1.3) definisi konseptual ini
diperoleh 3 dimensi kajian : Dimensi aspek
struktural; Dimensi aspek prosedural; dan
Dimensi aspek kultural. Ketiga dimensi kajian
tersebut dikembangkan menjadi 12 indikator.

Dengan  pandangan  ini  diduga
komunikasi berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan pelaporan masyarakat berbasis
aplikasi Qlue yang diselenggarakan oleh
Kelurahan Tangjung Duren Utara.

Dalam konteks hubungan budaya kerja dan
komunikasi dengan kualitas pelayanan, maka
konsep pemahaman kualitas pelayanan
merujuk  pada pendapat Zeithaml etal
(1990:42) yang mengatakan bahwa Servegual
mengandung Tangibles; Reliability; Responsiveness;
Assurance; dan Emphaty. Dengan landasan teori
Servequal dari Zeithaml et.al, maka kualitas
pelayanan  pelaporan masyarakat berbasis
aplikasi Qlue vyang diselenggarakan oleh
Kelurahan Tanjung Duren Utara dipandang
sebagai suatu karakteristik pelayanan publik di
bidang kemasyarakatan yang terungkap dari
tangible, reliability, responsiveness, assurance dan

emphaty.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Budaya Kerja terhadap
Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyaraat
Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan
Tanjung Duren Utara Kecamatan
Grogol Petamburan

Unsur dasar Budaya Kerja itu adalah
mata rantai proses, dimana tiap kegiatan
berkaitan dengan proses lainnya atau suatu
hasil pekerjaan merupakan suatu masukan
bagi proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu
organisasi bekerja melalui serangkaian proses
yang saling berkaitan, yang terjadi melalui dan
melewati batas-batas birokrasi. Kekuatan mata
rantai  proses secara terpadu  tersebut
tergantung pada rangkaian terlemah pada
proses individual.

Dalam dimensi pandangan kerja,
indikator-indikator ~ yang = mempengaruhi
Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyaraat
Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung
Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan
adalah persepsi ketja; harapan ketja; semangat

ketja; dan motivasi ketja, dalam dimensi sikap
ketja, indikator-indikator yang mempengaruhi
Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyaraat
Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung
Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan
adalah sikap dalam menerima pekerjaan; sikap
dalam melaksanakan pekerjaan; sikap dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat
dan sikap dalam melayani masyarakat, dalam
dimensi perilaku ketja, indikator-indikator
yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan
Pelaporan Masyaraat Berbasis Aplikasi Qlue di
Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan
Grogol Petamburan adalah produktivitas
ketja; efektivitas kerja; efisiensi kerja; dan
akuntabilitas kerja dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Kantor Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan.
Temuan penelitian ini, diperkuat dengan
pernyataan yang dikemukakan oleh Triguno
(1999:9) bahwa Budaya Ketja itu adalah mata
rantal proses, dimana tiap kegiatan berkaitan
dengan proses lainnya atau suatu hasil
pekerjaan merupakan suatu masukan bagi
proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu
organisasi bekerja melalui serangkaian proses
yang saling berkaitan, yang tetjadi melalui dan
melewati batas-batas birokrasi. Kekuatan mata
rantai proses secara terpadu tersebut
tergantung pada rangkaian terlemah pada
proses individual. Kesalahan dalam suatu
proses akan mempengaruhi pada kualitas
produk akhir, oleh karena itu jaminan mutu
terletak kekuatan setiap rangkaian yang
berjalan benar sejak saat pertama pada setiap
tahap pekerjaan.

Peningkatan yang Kualitas Pelayanan
Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi dapat
dilakukan melalui peningkatan Budaya Kerja
pada Kelurahan Tanjung Duren Utara, hal
tersebut telah terbukti dari hasil pengujian
hipotesis yan diajukan dengan hasil adalah
thitung > tabel (2.034>1.960), keterpengaruhan
tersebut terlihat kuat (R=.734) dan siginifikan
( .044) schingga dengan kuatnya dan
signifikannya keterpengaruhan tersebut maka
Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat
Berbasis Aplikasi Qlue yang diselengarakan
oleh Kelurahan Tanjung Duren Utara
Kecamatan Grogol Petamburan maka dapat
dilakukan dengan meningkatkan Budaya Kerja
dengan lebih baik lagi.

Besarnya pengaruh  Budaya Kerja
tethadap Kualitas Pelayanan Pelaporan
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Masyarakat ~ Berbasis ~ Aplikasi  yang
menunjukkan angka 53,9% merupakan sebuah
angka yang besar, sehingga peningkatan
Budaya Kerja pada Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan dapat
dilakukan dengan melaksanakan peningkatan
pada dimensi yang tercakup dalam variabel
Budaya Ketja yaitu:

Dimensi Pandangan Ketja yang terdiri
Persepsi kerja dari para aparatur untuk lebih
melayani dan cepat tanggap atas pelaporan
yang masuk schingga dapat memberikan
pelayanan yang maksimal; Harapan kerja
aparatur perlu adanya peningkatan hal ini
dapat diwujudkan dengan pemberian reward
kepada aparatur yang antusias melakukan
tugasnya atas pelaporan dari masyarakat yang
masuk; Semangat kerja petugas dapat
distimulus dengan pemberian bonus sehingga
para petugas dapat bekerja lebih tanggap;
Motivasi kerja dari petugas pelayanan
pelaporan masayarakata berbasis aplikasi Qlue
dapat ditingkatkan dengan cara pemberian
kebutuhan kerja yang dapat menunjang
kegiatan dari petugas dalam melaksnakan
tugas pelaporan masyarakat berbasis aplikasi
Qlue.

Dimensi Sikap Kerja yang terdiri dari
Sikap dalam menerima peketjaan dapat
ditingfkatkan dengan memberikan arahan agar
melayani dengan penuh rasa kesopanan dann
kesantunan: Sikap dalam melaksanakan
pekerjaan  dapat  dilaksanakan  dengan
melakukan standar pelayanan yang baik
schingga dapat memberikan kesan kualitas
pelayanan  yang  baik;  Sikap  dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat
dapat dilakukan dengan tutur kata yang baik
serta sesual dengan azas kesopanan; Sikap
dalam melayani masyarakat dapat
diaktualisaikan dengan bahas badan yang baik
dalam mengahdapi keluhan masyarakat serta
melanjutkannya dengan penuntasan
pelakasanaan Pelaporan Masyarakat.

Dimensi Perilaku Kerja yang terdiri
Produktivitas kerja dapat ditingkatkan dengan
melakukan pemebtian reward and punishment
schingga  petugas dapat melaksanakan
tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
Efektivitas Kerja dapat dilihat dari hasil ketja
yang dilakukan oleh para petugas dalam
mengaktualisasikan ~ Pelaporan  Masyarakat
Berbasis Aplikasi Qlue; Efisiensi kerja dapat
dilihat dari penyelesaian Pelaporan Masyarakat

Berbasis Aplikasi Qlue; Akuntabilitas kerja
petugas  dalam  menerima  Pelaporan
Masyarakat yang berbasis aplikasi Qlue dapat
ditingkatkan dengan meningkatkan
pengawasan sehingga hasil kerja petugas dapat
terlihat menjadi lebih baik lagi.

Hasil penelitian pengaruh Budaya Ketja
terkadap Kualitas Pelayanan ini sejalan dengan
hasil penelitian dari Maria (2014) dengan salah
satu hasilnya yaitu budaya kerja (Inovatif dan
Pengambilan Resiko, Perhatian terhadap
detail, Orientasi hasil, Orientasi orang,
Orientasi tim, Keagresifan, dan Kemantapan)
memberikan  pengaruh  yang  signifikan
tethadap pelayanan publik. Serta penelitian
yang dilakukan oleh Frinaldi (2014) dengan
salah satu hasilnya adalah secara umum
budaya kerja PNS di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil di Kota Payakumbuh sudah
tinggi, meskipun terdapat 2 indikator yang
masih sedang. Upaya peningkat-an budaya
ketja ada 2 indikator ini dapat di-lakukan
dengan program-program pelatihan yang
berbasiskan  kearifan lokal. Selain itu,
diperlukan adanya keterlibatan pihak yang ahli
di bidang pembinaan budaya kerja oleh peme-
rintah kota Payakumbuh dalam membangun
dan membina budaya ketja positif berbasiskan
kearifan lokal tersebut.

2. Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas
Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis
Aplikasi Qlue

Komunikasi adalah sebuah proses
saling berbagi atau menggunakan informasi
secara bersama dan bertalian antara peserta
dalam proses informasi (Hasan, 2014:1.3).
berdasarkan ~ hasil  penelitian  bahwa
komunikasi mempengaruhi Kualitas
Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis
Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan,
sechingga dengan meningkatnya Komunikasi
yang terjalin di Kelurahan Tanjung Duren
Utara  dapat  meningkatakan = Kualitas
Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis
Aplikasi Qlue yang terselenggara di Kelurahan
Tanjung Duren Utara.

Peningkatan ~ Kualitas ~ Pelayanan
Pelaopran Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue
tersebut dengan merujuk dari pendekatan
teori  dari  Hasan  (2014:1.3)  yang
mengemukakan terdapat tiga dimensi dalam
komunikasi yaitu:
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1. Aspek Struktural.
Untuk dapat bekerja secara efektif
dalam organisasi, para manajer
harus memiliki pemahaman yang
jelas tentang struktur organisasi.
Dengan memandang suatu bagan
organisasi, sesorang hanya melihat
suatu susunan posisi, tugas-tugas
pekerjaan dan garis wewenang dari
bagian-bagian dalam organisasi.

2. Aspek Prosedural
Keterkaitan prosedur komunikasi
(commmunication  prosednr)  dengan
kelangsungan  hidup  organisasi
terletak pada kemampuan
manajemen  untuk  menerima,
menyampaikan, dan melaksanakan
komunikasi.

3. Aspek Kultural
Kultur  otganisasi adalah cara
melihat dan berpikir mengenai
perilaku dari dan dalam organisasi,
suatu persfektif untuk memahami
apa yang sesungguhnya terjadi.
Kultur  organisasi mengandung
bauran  nilai-nilai  kepercayaan,
asumsi, persepsi, norma, kekhasan
dan pola perilaku.

Dari pendapat tersebut terungkap
adanya hubungan di antara komunikasi
dengan  Kualitas  Pelayanan  Pelaporan
Masyarakat Berbasis  Aplikasi Qlue di
Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan
Grogol Petamburan. Hal ini jelas bahwa para
petugas dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya yaitu menindaklanjuti pelaporan
masyarakat yang berbasis Aplikasi Qlue sudah
tercipta dengan baik. Sedangkan. Dengan
demikian, maka komunikasi merupakan suatu
hal yang mendasar dan menjadi tolak ukur
efektifitas pelaksanaan Kualitas Pelayanan
Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue dengan
memperhatikan  aspek  struktural, aspek
procedural, aspek kultural.

3. Pengaruh Budaya Kerja dan Komunikasi
secara bersama-sama terhadap Kualitas
Pelayanan Masyarakat Berbasis Aplikasi
Qlue  Kecamatan  Menteng  Kota
Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil pengukuran statistik
Persamaan Regresi diketahui bahwa variabel
Budaya Kerja dan komunikasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kualitas

Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis
Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan.
Dengan demikian, berdasatkan pengukuran
persamaan regresi ganda menunjukkan bahwa
ternyata kontribusi pengaruh Komunikasi
tethadap Kualitas Pelayanan Pelaporan
Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue lebih besar
daripada kontribusi pengaruh Budaya Kerja
tethadap Kualitas Pelayanan Pelaporan
Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue, yaitu (X
2 Y =0,591 <X; 2 Y =0,540).

Hasil penelitian ini cukup logis dan
dapat diterima, karena komunikasi melalui
dimensi aspek struktural, aspek prosedural,
aspek cultural sebagai cerminan dari
karaktersitik proses saling berbagi informasi
secara bersama dan bertalian antara peserta
proses informasi  pelayanan  pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi Qlue pada Kantor
Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan
Grogol Petamburan dalam melaksanakan
kegiatan  pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan Budaya Kerja adalah mata rantai
proses, dimana tiap kegiatan berkaitan dengan
proses lainnya atau suatu hasil peketjaan
merupakan suatu masukan bagi proses
pekerjaan lainnya. Dengan demikian, maka
sangat jelas bahwa Budaya Kerja Aparatur dan
Komunikasi ~ berpengaruh  positif  dan
signifikan  tethadap  Kualitas  Pelayanan
Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue
di Kelurahan Tanjung Duren Utara
Kecamatan  Grogol Petamburan Kota
Administrasi ~ Jakarta Barat. Pernyataan
tersebut diperkuat dengan pandangan yang
dikemukakan oleh Zeithaml, et al. (1990:42),
sebagai berikut bahwa:

“dua dimensi penilaian kualitas pelayanan.
Pertama, penilaian kualitas pelayanan dari
dimensi konsumen atau masyarakat. Kedua,
penilaian  kualitas pelayanan dari dimensi
kemampuan menyajikan pelayanan  dari
tingkat pimpinan atau manajer hingga tingkat
karyawan (front line service).”

Mengacu pada konteks teoritis di atas, maka
sangat jelas bahwa budaya kerja dan
komunikasi berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan  pelaporan masyarakat berbasis
aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren
Utara Kecamatan Grogol Petamburan.
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Penutup
Dari

temuan  hasil  penelitian,

pembahasan dan pokok-pokok kesimpulan
yang telah dikemukakan, maka saran-saran
yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1.

3.

Dari

Dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi
Qlue di Kelurahan Tanjung
Dutren  Utara,  disarankan
kepada Pimpinan atau Kepala
Kelurahan agar dapat dilakukan
upaya peningkatan Budaya
Kertja Aparatur dengan meliputi
pandangan kerja, sikap kerja
dan perilaku kerja. Peningkatan
budaya ketja tersebut antara lain
dapat  dilakukan dengan
mengadakan Pelatihan
Fungsional ~Aparatur secara
berjenjang dan berkelanjutan.
Dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi
Qlue di Kelurahan Tanjung
Duren Utara, disarankan agar
dilakukan upaya peningkatan
efektivitas komunikasi
pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi
Qlue dengan meningkatkan
aspek structural, aspek
procedural dan aspek kultural.
Peningkatan efektivitas
komunikasi yang  dimaksud
antara lain dapat dilakukan
dengan mengadakan Kursus
Komunikasi Pelayanan
Masyarakat.

Mengingat bahwa kontribusi
pengaruh  komunikasi  lebih
besar dari kontribusi pengaruh
budaya kerja, maka peningkatan
kualitas pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi
Qlue di Kelurahan Tanjung
Duren Utara,, dapat
diprioritaskan pada peningkatan
Komunikasi Aparatur.

temuan  hasil  penelitian,

pembahasan dan pokok-pokok kesimpulan
yang telah dikemukakan, maka saran-saran
yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi
Qlue di Kelurahan Tanjung
Duren  Utara,  disarankan
kepada Pimpinan atau Kepala
Kelurahan agar dapat dilakukan
upaya peningkatan Budaya
Kerja Aparatur dengan meliputi
pandangan kerja, sikap kerja
dan perilaku kerja. Peningkatan
budaya kerja tersebut antara lain
dapat dilakukan dengan
mengadakan Pelatihan
Fungsional ~ Aparatur secara
berjenjang dan berkelanjutan.
Dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis  aplikasi
Qlue di Kelurahan Tanjung
Duren Utara, disarankan agar
dilakukan upaya peningkatan
efektivitas komunikasi
pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi
Qlue dengan meningkatkan
aspek structural, aspek
procedural dan aspek kultural.
Peningkatan efektivitas
komunikasi yang dimaksud
antara lain dapat dilakukan
dengan mengadakan Kursus
Komunikasi Pelayanan
Masyarakat.

Mengingat bahwa kontribusi
pengaruh  komunikasi lebih
besar dari kontribusi pengaruh
budaya kerja, maka peningkatan
kualitas pelayanan pelaporan
masyarakat berbasis aplikasi
Qlue di Kelurahan Tanjung

Duren Utara,, dapat
diprioritaskan pada
peningkatan Komunikasi
Aparatur.
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ABSTRAK

Pemberdayaaan masyarakat melalui usaha industri kerajinan tas sulam Aceh
merupakan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membuka
lapangan pekerjaan sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah, agar
mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Desa. Masalahnya bagaimana
pemberdayaan masyarakat pengrajin tas sulam Aceh dalam meningkatkan
kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten
Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk pemberdayaan
masyarakat pengrajin tas sulam dalam meningkatkan kesejahteraan, faktor
pendukung dan penghambat, dan strategi pemberdayaan masyarakat
pengrajin tas sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah
Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Dan serta Analisa SWOT dan litmus test untuk menentukan prioritas
strategi yang akan dilakukan untuk keberhasilan pemberdayaan pengrajin tas
sulam Aceh. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi,
wawancara serta telaahan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara umum sarana masih kurang dan kurangnya pendampingan
dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pihak Pemda belum bisa
membantu secara optimal dalam bidang sarana karena harus fokus pada
penanganan Covid-19, selanjutnya adanya keterbatasan promosi dari
pemerintah Gampong Dayah Daboh pada masa new normal. Faktor
pendukung diantaranya adalah dukungan dari pemerintah Gampong untuk
keberlangsungan usaha. Strategi yang diterapkan antara lain strategi S-O,
mempertahankan kualitas produk, strategi W-O Meningkatkan promosi
dalam pemasaran dan strategi S-T meningkatkan produksi dan penjualan
produk.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Tas Sulam Aceh,
Faktor Pendukung dan Penghambat, Strategi
Pemberdayaan

ada . Pemberdayaan dilakukan dalam upaya

Pemberdayaan masyarakat merupakan
salah satu program pendidikan nonformal
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
agar dapat lebih berkembang melalui suatu
peningkatan keterampilan yang dimiliki atau

peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat
yang  meliputi  kesejahteraan  keluarga,
memandirikan masyarakat miskin,
mengangkat harkat dan martabat masyarakat
lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai
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subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat
dilakukan  oleh  masyarakat  maupun
pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan
tersebut,  perlu  diciptakan = program
pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu
mensejahterakan keluarga dan masyarakat.

Program pemberdayaan bisa dilakukan
dengan menciptakan lapangan pekerjaan
dalam bentuk pelatthan. Dalam hal ini
diperlukan ~ pembinaan-pembinaan  oleh
lembaga-lembaga  pemerintah ~ maupun
instansi terkait kepada masyarakat dalam
upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
Pemberdayaan merupakan bentuk dari proses
perubahan sosial menuju ke arah masyarakat
yang hidup lebih baik dan sejahtera. Salah satu
cii utama dari pemberdayaan adalah
menitikberatkan pad peran dan partisipasi
masyarakat sejak dari proses perencanaan
sampai dengan pelaksanaan dan pemeliharaan.
Pemerintah dan instansi lain mempunyai tugas
sebagai fasilitator dan motivator bagi
masyarakat yang menjadi sasaran
pemberdayaan.

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha
pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat

yang  mandiri,  berswadaya, = mampu
mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir
yang kosmopolitan. Dalam jurnal

internasional ~ pemberdayaan = masyarakat
adalah:

“Community empowerment is a term
describing a participative and developmental
approach to local decision making, “through
which marginalized or oppressed community
members and groups acquire valued resources
and basic rights, and achieve greater control
over their lives and environment.

Pemberdayaan masyarakat
menggambarkan pendekatan partisipatif dan
pengembangan pengambilan keputusan lokal,
“di mana anggota dan kelompok masyarakat

yang terpinggirkan atau tertindas memperoleh
sumber daya dan hak-hak dasar yang berharga,
dan mencapai kontrol yang lebih besar atas
kehidupan dan lingkungan mereka. Dari
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
masyarakat yang masih berada di bawah garis
kemiskinan berhak memperoleh sumber daya
dan hak dasar yang Dberharga, guna
meningkatkan taraf hidupnya menjadi yang
lebih baik. Perguliran era reformasi ternyata
belum memberikan hasil positif pada
kehidupan berbangsa di Indonesia. Fenomena
kemiskinan yang terjadi di masyarakat kita
masih menghantui pembangunan di Indonesia
umum dan Provinsi Aceh Khususnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh antara
lain pendidikan, Teori human capital
menjelaskan  pentingnya meningkatkan
kualitas ~ sumberdaya  manusia  dengan
peningkatan pendidikan, sumberdaya manusia
yang berkualitas dapat memberikan multiplier
effect terhadap pembangunan suatu daerah,
khususnya pembangunan bidang ekonomi.
Apabila kualitas sumberdaya manusia dapat
ditingkatkan melalui  pendidikan, maka
produktivitas penduduk akan meningkat.
Ada hubungan yang erat sckali antara
tingginya tingkat pengangguran, luasnya
kemiskinan. Bagi sebagian besar mereka, yang
tidak mempunyai peketjaan yang tetap atau
hanya beketja paruh waktu (part time) selalu
berada diantara kelompok masyarakat yang
sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan
bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta
biasanya  termasuk  diantara  kelompok
masyarakat kelas menengah ke atas.

Jumlah UMKM di Provinsi Aceh tahun
2019 mencapai 74. 810 UMKM yang bergerak
di berbagai sektor.selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019
No Kabupaten/Kota Jumah UMKM
1 Aceh Selatan 3.251
2 | Aceh Tenggara 1.245
3 | Aceh Timur 5.891
4 | Aceh Tengah 2.719
5 | Aceh Barat 2.011
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No Kabupaten/Kota Jumah UMKM
6 | Aceh Besar 4.456
7 | Pidie 1.545
8 | Aceh Utara 3.660
9 | Simeulue 2.088
10 | Aceh Singkil 1.474
11 | Bireun 6.998
12 | Aceh Barat Daya 2.262
13 | Gayo Lues 996
14 | Aceh Jaya 1.212
15 | Nagan Raya 6.451
16 | Tamiang 2.948
17 | Bener Meriah 1.011
18 | Pidie Jaya 5.579
19 | Banda Aceh 9.591
20 | Sabang 2171
21 | Lhoksumawe 2.354
22 | Langsa 3.579
23 | Subulussalam 1.318
Jumlah 74.810

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov, 2019

Pemberdayaan masyarakat dianggap
penting  mengingat mata  pencaharian
penduduk Kabupaten Aceh Besar  yang
mayoritas beketja di  sektor pertanian,
kemudian akan beralih fungsi sebagai pelaku
usaha dalam bidang pariwisata. Oleh karena
itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
yang dijalankan haruslah berjalan secara
maksimal guna mencapai tujuan  dari
ditetapkannya kebijakan tersebut.
Permasalahan  pemberdayaan — masyarakat
ditinjau dari aspek ekonomi diantaranya
adalah  kurang  berkembangnya  sistem
kelembagaan ekonomi untuk memberikan
kesempatan bagi masyarakat khususnya
masyarakat kecil dalam mengembangkan
kegaiatan  usaha  ekonomi  kompetitif.
Kurangnya penciptaan akses masyarakat
terhadap input sumber daya ekonomi berupa
kapital, lokasi berusaha. Lahan usaha,
informasi pasar, dan teknologi produksi.
Lemahnya kemampuan masyarakat kecil
untuk  membangun  organisasi ekonomi
masyarakat yang dapat meningkatkan posisi

tawar dan daya saingannya. Ditinjau dari aspek
sosial, permasalahan dalam pemberdayaan
masyarakat adalah kurangnya upaya yang
dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial
budaya yang mengungkung masyarakat pada
kondisi kemiskinan struktural. Kurangnya
akses  masyarakat untuk  memperoleh
peningkatan pengetahuan dan keterampilan
termasuk informasi. Kurang berkembangnya
kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial
yang dapat menjadi sarana interaksi sosial.
Belum mantapnya kelembagaan yang dapat
memberikan pertahanan dan perlindungan
bagi masyarakat yang terkena dampak kritis
ekonomi dan  belum  berkembangnya
kelembagaan yang mampu mempromosikan
asas kemanusiaan, keadilan, persamaan hak,
dan perlindungan bagi masyarakat rentan.
Tantangan  utama  dalam  upaya
pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana
membangun kelembagaan  sosial-ekonomi
yang mampu memberikan kesempatan bagi
masyarakat untuk mendapat lapangan kerja
dan pendapatan yang layak, martabat dan
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eksistensi pribadi, kebebasan menyampaikan
pendapat, berkelompok dan berorganisasi,
serta berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan publik. Secara khusus tantangan
yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki
iklim ekonomi regional dan kegiatan ekonomi
riil yang kondusif serta dapat menjamin
kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih
kompetitif dan menguntungkan. Hal ini erat
dengan upaya untuk memberikan akses
masyarakat kedalam sumberdaya ekonomi,
pengembangan organisasi ckonomi yang
dikuasai oleh pelaku ekonomi kecil, dan
meningkatkan bantuan fasilitas bantuan teknis
dan perlindungan bagi usaha masyarakat kecil.
Penelitian ini lebih lanjut akan
membahas mengenai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di bidang ekonomi yaitu Usaha
Mikro Kecil Menengah Gampong Dayah
Daboh yang bergerak di bidang suvenir tas
sulam Aceh. Terdapat berbagai permasalahan
yang dihadapi industri kecil, baik yang berasal
dati luar maupun dati dalam sangat
mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah (UMKM) ini sendiri
walaupun sudah memiliki beberapa produk
unggulan tetapi masih kurang kreatif.
Keberadaan pengrajin tas sulam Aceh
di Gampong Dayah Daboh juga sangat
penting sebagai tempat mata pencaharian bagi
sebagian masyarakat Gampong Dayah Daboh
khususnya dan  Kecamatan = Montasik
umumnya. Namun dalam melaksanakan
kegiatan produksinya, banyak kendala yang
sering dihadapi oleh para pengrajin. Kendala
tersebut  seperti  masalah  permodalan,
kemampuan sumber daya manusia, serta
pemasaran. Modal atau dana yang kurang,
dapat menjadikan para pelaku usaha tidak bisa
melanjutkan ke proses produksi yang
selanjutnya. Kemampuan, kreativitas, inovasi
serta keuletan dari para pengrajin sangat
dibutuhkan untuk menghasilkan suatu karya
kerajinan yang tidak monoton dan dapat
bersaing dengan karya yang lainnya sehingga
memiliki nilai jual di pasaran. Keadaan
tersebut yang sering menjadi kendala dan
menjadikan beberapa tempat usaha kerajinan
mengalami gulung tikar. Para pengrajin yang
tidak mampu bertahan dan berkembang maka
akan berdampak pada kondisi terburuk apalagi
di musim pandemi sekarang. Menghadapi
keadaan seperti ini tentunya peran pemerintah
sangat diperlukan. Petlu diketahui bagaimana

langkah yang dilakukan pemerintah untuk
terus mengembangkan dan memberdayakan
produk yang menjadi ciri khas Gampong
Dayah Daboh agar tetap bertahan. Adanya
perkembangan daerah yang semakin pesat
diharapkan  dapat  meningkatkan  pula
perekonomian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka
mendorong kami untuk melakukan penelitian
tentang “Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin
Tas Sulam dalam Meningkatkan
Kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh
Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh”.

Perumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah

1) Bagaimanakah  pemberdayaan
masyarakat pengrajin Tas Sulam
dalam meningkatkan
kesejahteraan  di ~ Gampong
Dayah  Daboh  Kecamatan
Montasik  Kabupaten = Aceh
Besar Provinsi Aceh?

2) Apa  sajakah  faktor-faktor
pendukung dan penghambat
pemberdayaan masyarakat
pengrajin  Tas Sulam dalam
meningkatkan kesejahteraan di
Gampong  Dayah ~ Daboh

Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besar Provinsi
Aceh?

3) Bagaimanakah Strategi
mengatasi faktor-faktor
penghambat pemberdayaan
masyarakat pengrajin Tas Sulam
dalam meningkatkan

kesejahteraan  di  Gampong
Dayah  Daboh  Kecamatan
Montasik  Kabupaten = Aceh
Besar Provinsi Aceh?

METODE PENELITIAN

Penelitian Dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian  deskriptif
kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk
menggambarkan temuan yang diamati.
Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang
bersifat menggambarkan suatu fenomena,
peristiwa dan gejala. Metode penelitian
kualitatif sering disebut metode penelitian
naturalistik karena penelitiannya dilakukan
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pada kondisi yang alamiah, disebut juga
sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif
dilakukan pada  objek  alamiah  yang
berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi
oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak
begitu mempengaruhi dinamika pada objek
tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya
adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen,
maka peneliti harus memiliki bekal teori dan
wawasan luas, sehingga mampu bertanya,
menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi
situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas
dan bermakna

Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan desain penelitian kualitatif
dengan metode deskriptif dan pendekatan
induktif. Alasan pemilihan desain tersebut
adalah agar peneliti dapat memperoleh data
dan informasi yang valid di lapangan sesuai
dengan permasalahan yang diteliti, kemudian
mendeskripsikan hasil yang diperoleh serta
menganalisisnya berdasatkan teori yang
relevan.

Data Primer yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
langsung dari sumber data atau informan
terkait Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin di
Gampong Dayah Daboh. Sementara itu, data
sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dati berbagai sumber yang telah ada yang
dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti
data daerah dalam angka yang bersumber dari
Biro Pusat Statistik (BPS), Laporan, Jurnal,
Buku, Sumber Internet dan lainya.

Dalam hal ini data yang di dapatkan
berasal dari :

1. BPS Kabupaten Aceh Besar
Dinas DPMG dan UMKM
Dekrasnasda Aceh Besar
Ketua Pengrajin Tas Sulam
Kasi dalam pelaksanaan industry
pemberdayaan dalam
meningkatkan kesejahteraan
6. Buku-buku literatur ~ yang

berkaitan dengan penelitian ini.

AN

Pengumpulan data dilakukan melalui
metode interview (wawancata); obsetvasi; dan
dokumentasi Dalam penelitian ini, penelit
menggunakan teknis analisis data berdasarkan
pendapat Miles dan Huberman tersebut,
dimana peneliti mengumpulkan data yang
dibutuhkan melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi

Landasan Teoritis
1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, yaitu penelitian
yang dilakukan oleh Putridiani  (2019)
Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat,
inovasi dalam membuat kerajinan tenun, dan
faktor-faktor pendukung serta penghambat
keberhasilan pemberdayaan masyarakat sentra
kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong.
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif
metode studi kasus. Sumber data yang diteliti
adalah ketua paguyuban “TEGAR?”, pengelola
rumah kerajinan, dan pengrajin tenun.
Pengumpulan  data melalui  wawancara,
observasi serta dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan kesimpulan.
Instrumen yang digunakan adalah pedoman
wawancara, pedoman  observasi, dan
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan
dengan triangulasi data, sumber dan teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
pemberdayaan pengrajin tenun di Sentra
Kerajinan desa wisata Gamplong yaitu
melakukan pelatihan, melakukan
pendampingan, dan evaluasi. Inovasi yang
dilakukan  yaitu inovasi produk yang
menghasilkan design unik dan baru untuk
diaplikasikan pada kerajinan tenun. Faktor
pendukungnya ialah adanya even-even,
potensi alam, kerajinan tenun, dan ATBM.
Sedangkan faktor penghambat yaitu minimnya
dukungan dari masyarakat, generasi penerus
danpersaingan harga

Penelitian Kedua, yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Sinaga (2018) yang berjudul
“Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Sepatu
Kulit Bunut Oleh Dinas Koperasi
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten
Asahan” yang bertujuan untuk untuk
mengetahui bagaimana  pemberdayaan
masyarakat pengrajin sepatu kulit, faktor
pendukung  dan  penghambat  dalam
memberdayakan pengrajin sepatu kulit dan
upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi
Perindustrian  dan  Perdagangan  dalam
memberdayakan masyarakat pengrajin sepatu
kulit di Kabupaten Asahan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif.

Penelitian Ketiga, penelittan yang
dilakukan oleh Sam Samon (2019) yang
betjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui

531 | Muhammad Suhajat. Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Tas Sulam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di
Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh



Pengelolaan Kain Tenun Oleh Pemerintah
Desa Kalike Tahun 2018 (Penelitian di Desa
Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten
Flores Timut)” Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Penelitian Keempat, penelitian yang
dilakukan oleh Bustanul Aulia (2018) yang
berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Melalui Kerajinan Batik Tulis  Giriloyo
Wukirsari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
yang bertujuan untuk mendeskripsikan
pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui
kerajinan batik tulis. Penelitian Kelima,
penelitian yang dilakukan oleh Bambang
Mursito (2012), yang berjudul pemberdayaan
Pengrajin Mebel di Desa Trangsan Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo. Penelitian
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh
Riyanto (2018) yang berjudul Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Usaha Industri Kerajinan
Patung Batu Di Desa Bangunjiwo Kecamatan
Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Konsep  pemberdayaan = mengacu
kepada kemampuan masyarakat untuk
mendapat akses dan kontrol atas sumber-
sumber hidup yang penting. Konsep
pemberdayaan pada dasarnya dibangun dati
ide yang menempatkan manusia sebagai
subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua
kecenderungan proses pemberdayaan yaitu
pertama adalah proses pemberdayaan yang
meneckankan ke proses memberikan atau
mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan
atau kemampuan kepada masyarakat agar
individu menjadi lebih berdaya. Proses ini
dilengkapi dengan upaya membangun asset
material guna mendukung pembangunan
kemandirian mereka melalui organisasi.
Kecenderungan yang kedua adalah lebih
meneckankan  melalui  proses  dialog.

Kecenderungan  ini terkait  dengan
kemampuan individu untuk mengontrol
lingkungannya

Dalam jurnal internasional
pemberdayaan adalah:

“The concept of empowerment has
been developed and employed in a widearray
og definitions in social-science research.
Friedmann (1992) in Zimmerman (1995)
distingiushes between empowering process
and empowered outcomes. The first refers to

hoe people, organizations, and comunities
become empowered, nd the latter refers to the
consequences of those processes. The
concepr of empowerment is aplicable for
those who lacks power of those whose
potential is not fully developed in improving
the quality-of-life,including urban pootr. This
concept encourages the poor to reacquire the
power and control over their own lives.
Program pembangunan dapat
dikategorikan sebagai proses pemberdayaan
jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas
masyarakat yang bertujuan untuk
memberikan akses yang lebih
baik ke sumber-sumber daya,
terpenuhinya kebutuhan dalam
rangka peningkatan
kesejahteraan, dan  memiliki
kemampuan untuk melakukan
kontrol sosial terhadap aspek
lingkungan.

2. Pengembangan kapasitas
masyarakat yang bertujuan untuk
mengelola organisasi lokal (self-
management).

3. Pengembangan pemikiran kritis
masyarakat agar mereka memiliki
pemikiran  yang lebih  kritis
terhadap diri dan lingkungannya.
Meskipun pemberdayaan
masyarakat bukan semata-mata
konsep ekonomi, namun sering
kali ditujukan untuk pengentasan
kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai
upaya untuk mendorong dan meningkatkan
semua potensi yang dimiliki masyarakat agar
mampu melawan serta melepaskan diri dari
jeratan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat
merupakan suatu prasyarat utama yang akan
membawa  masyarakat ~menuju  suatu
keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan
ekologi yang dinamis .

Beberapa prinsip atau norma yang
relevan dengan proses pemberdayaan dalam
pembangunan berkelanjutan sesuai dengan
Prinsip Rio yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab, yaitu
pengunaan sumber daya yang
berkelanjutan secara ekologi,
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efisien secara ekonomi dan adil
secara sosial.

2. Pengambilan keputusan pada
tingkat yang sesuai  untuk
meningkatkan partisipasi yang
demokratis, dan desentralisasi.

3. Prinsip  kehati-hatian,  yaitu
dengan menyediakan pendidikan
dan asuransi.

4. Manajemen adaptif, yaitu ketika
keputusan harus dibuat dalam
kondisi ketidakpastian diperlukan
adanya  informasi  mengenai
ekologi, sosial dan ekonomi yang
terintegrasi  serta  digunakan
secara terus menerus.

5. Prinsip partisipasi, yaitu dalam
prosesnya melibatkan  semua
kepentingan dan para pihak
terkait  (stakeholders) dengan
hubungan  horizontal dan
vertikal.

Indikator Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Pemberdayaan Masyarakat
diantaranya adalah :

(1) Adanya sarana yang memadai
guna mendukung masyarakat
untuk  mendapatkan ~ SDM
semaksimal mungkin.

(2) Adanya peningkatan partisipasi
untuk berusaha meningkatkan
pengembangan.

(3) Meningkatnya jumlah SDM

(4) Adanya dukungan langsung dari
pemerintah

Fakor Pendukung
Masyarakat
Terdapat beberapa faktor yang mendukung
pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:
1. Motivasi. Motivasi dapat
diartikan ~ sebagai  dorongan
internal dan eksternal dalam diri
seorang  yang  diindikasikan
dengan adanya hasrat dan minat,
dorongan  dan  kebutuhan,
harapan dan cita-cita,
pengharapan dan penghormatan.
Motivasi adalah sesuatu apa yang
membuat seseorang bertindak.
2. Kebijaksanaan Pemerintah.
Kebijaksanaan pemerintah, baik
yang dikeluarkan melalui

Pemberdayaan

perundang-undangan, peraturan-
peraturan pemetintah, surat-surat
keputusan menteri dan pejabat
pemerintah, dan  sebagainya
adalah merupakan arahan yang
harus  diperhitungkan  oleh
organisasi dalam pengembangan
sumber daya manusia.

Faktor pendukung
pengrajin :

(1) Adanya dukungan dari warga,
pemerintah dan fasilitas yang
memadai,

(2) Saling memotivasi, bertukar ide
dan gagasan antar anggota dan
pengurus,

(3) Produksi yang semakin
meningkat,

(4) Lokasi yang strategis.

pemberdayaan

Fakor  Penghambat
Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang menjadi
penghambat  pemberdayaan =~ masyarakat
diantaranya adalah :

1. Anggaran. Suatu rencana yang
disusun dengan sistematis yang
meliputi semua aktivitas
perusahaan  yang  dinyatakan
dalam unit atau kesatuan maneter
yang berlaku untuk jangka waktu
tertentu.

2. Sarana dan Prasarana, sarana
adalah  sesuatu yang dapat
digunakan dan dimanfaatkan
dalam  pelaksanaan  kegiatan.
Dengan adanya sarana dan
prasarana kegiatan masyarakat
dalam pemberdayaan tersebut
tidak terlepas dari rendahnya
sumber daya manusia itu, hal ini
karena masyarakat di desa
sangatlah sederhana dan belum
memahami hal-hal yang berkaitan
dengan keinginan masyarakat.

Pemberdayaan

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam
paradigma pembangunan ekonomi,
pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika
tingkat kesejahteraan masyarakat semkin
baik.kesenjangan dan ketimpangan dalam
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kehidupan masyarakat di akibatkan oleh
keberhasilan pembangunan ekonomi yang
tanpa disertai peningkatan kesejahteraan
masyarakat

Analisis SWO'T

Analisis  SWOT adalah alat yang
digunakan untuk melakukan analisis strategis.
Analisis ~ SWOT  adalah  instrument
perencanaaan strategis yang klasik. Dengan
menggunakan kerangka kerja kekuatan dan
kelemahan, cksternal peluang dan ancaman
yang ada maka instrumen ini memberikan cara
sederhana untuk memperkirakan cara terbaik
untuk melakukan sebuah strategi. Instrumen
ini membantu para perencana atau stake
holder tentang apa yang bisa dicapa

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan masyarakat pengrajin Tas
Sulam dalam meningkatkan
kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh
Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh
Besar Provinsi Aceh

Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat
12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa
adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui  penetapan  kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan  prioritas
kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan
salah satu program pemerintah desa dalam
memanfaatkan semua sumber daya yang ada
agar dapat berkembang serta dapat membantu
proses kemajuan desa. Sasaran dalam program
pemberdayaan masyarakat ini mencakup
semua bidang, mulai dari pemerintahan,
kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat,
teknologi, dan pendidikan.

Menurut Isbandi Rukminto Adi aspek
yang mendasari pemberdayaan masarakat
antara lain adalah adanya sarana yang memadai
guna  mendukung  masyarakat  untuk
mendapatkan SDM  semaksimal mungkin,
adanya peningkatan partisipasi untuk berusaha
meningkatkan pengembangan, meningkatnya
jumlah SDM dan adanya dukungan langsung
dati pemerintah.

Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan bukan hanya meliputi
penguatan individu anggota masyarakat, tetapi
juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-
nilai budaya modern,seperti kerja keras,
hemat, keterbukaan, dan
kebertanggungjawaban adalah bagian pokok
dari upaya pemberdayaan ini
Demikian pula pembaharuan institusi-
institusi sosial dan pengintegrasiannya ke
dalam kegiatan pembangunan serta peranan
masyarakat di dalamnya. Yang terpenting
disini adalah peningkatan partisipasi rakyat
dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh
karena itu, pemberdayaan masyarakat amat
erat  kaitannya  dengan  pemantapan,
pembudayaan dan pengamalan demokrasi.
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini pihak
pemberdaya/aktor/pelaku
pemberdayaan masyarakat berusaha
menciptakan prakondisi, agar dapat
mem-fasilitasi berlangsungnya proses
pemberdayaan yang efektif. Pada
tahap ini masyarakat perlu diberi
keyakinan tentang manfaat yang akan
diperoleh dari usaha kerajinan tas
sulam Aceh. Salah satu tahapan
pemberdayaan masyarakat adalah
tahap  penyadaran = masyarakat.
Tahapan kegiatan ini dilakukan untuk
menyadarkan masyarakat tentang
keberadaannya baik sebagai individu
dan anggota masyarakat maupun
kondisi lingkungannya yang
menyangkut lingkungan fisik/teknis,
sosial-budaya, ekonomi dan politik.
Termasuk juga di dalamnya upaya
menunjukkan adanya masalah yang
berkaitan dengan keadaan sumber
daya dan lingkungan mereka. Selain
itu juga dilakukan analisis bersama
menyangkut potensi, faktor penyebab

terjadinya masalah terutama
kelemahan internal dan ancaman
eksternal untuk selanjutnya

merumuskan alternatif pemecahan
terbaik yang dapat dilakukan. Hal lain
yang juga petlu diperhatikan adalah
menunjukkan pentingnya perubahan
untuk memperbaiki keadaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah
satu narasumber yaitu Kepala Desa
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Gampong Dayah Daboh berdasarkan
hasil wawancara, dimana dapat
disimpulkan bahwa pengrajin
menyulam dan menjahit bordir sulam
Aceh hanya dua hari dalam satu
minggu. Ini yang menyebabkan
lambatnya proses penyelesaian tas
sulam Aceh dan kurangnya kesadaran
bagi teman-teman dalam kelompok
untuk hadir setiap dua hari yang
sudah menjadi kesepakatan bersama
yaitu hari jumat dan sabtu, atau kapan
ada waktu saja, bahkan disaat musim
sawah tidak datang sama sekali. Hal
ini diperkuat oleh pernyataan seorang
pengrajin yang menyebutkan bahwa
mereka memilih datang pada hari
dimana tidak ada kegiatan lain, karena
ada  anggota  pengrajin  yang
mempunyai aktivitas lain yang utama
seperti  pendidikan dan menjadi
pegawai kontrak. Partisipasi
masyarakat sangat tidak baik untuk
saat ini, banyak masyarakat yang
menjadikan kegiatan pengrajin tas
sulam Aceh ini adalah kegiatan yang
termakan waktu diluar pekerjaan
mereka, cukup disayangkan apabila
tidak ada yang ingin berpartisipasi
dalam melestarikan budaya yang
cukup kuat di lingkungan masyarakat
tersebut. Relasi yang akan dibangun
juga akan menjadi lebih baik apabila
masyarakat sadar akan kegunaan dan
manfaat ketika menjadikan kegiatan
menyulam tas Aceh ini sebagai
peningkatan kesejahteraan ekonomi
bagi masyarakat Gampong Dayah
Daboh.

Tahap Pengkajian

Tahap assessment dilakukan dengan
identifikasi masalah ataupun
kebutuhan dan juga sumber daya yang
dimiliki oleh kelompok sasaran.
Pengkajian dilakukan dengan
berembug  atau  bermusyawarah
dengan pengrajin tas sulam Aceh dan
tokoh masyarakat yang ada di Desa
Gampong Dayah Daboh. Dari hasil
pengidentifikasian masalah
didapatkan hasil bahwa
permasalahannya  adalah  masih
kurangnya dukungan seluruh elemen
masyarakat dalam mencari relasi atau

mitra yang dapat menampung hasil
kerajinan tas sulam Aceh.
Berdasarkan pada hasil wawancara
diatas  dapat  ditarik  sebuah
kesimpulan ~ bahwa  Pemerintah
Gampong Dayah Daboh sangat
memberikan  dukungan = penuh
terthadap kelompok pengrajin dan
sama-sama mencari jalan atau relasi
untuk menjual hasil kerajinan tas
Sulam Aceh dalam menjaga asa
lajunya usaha kerajinan kelompok tas
sulam Aceh, Pemerintah Gampong
juga sudah membuka hubungan
kerjasama dengan dewan kerajinan
nasional daerah (Dekranasda), guna
mambahas soal pemasaran kerajinan
tas sulam Aceh, schingga dapat
menjadi penyumbang Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Gampong Dayah
Daboh.

Tahap perencanaan

Dalam tahapan ini para pelaku
perubahan tersebut berupaya untuk
menggerakkan warga untuk dapat
lebih partisipatif. Para pengambil
kebijakan desa atau aparatur desa
berpartisipasi ~ dan  menentukan
program pemberdayaan dari
permasalahan yang dihadapi.
Kebutuhan akan penghasilan bulanan
yang nantinya dapat memperbaiki
perekonomian pengrajin diwujudkan
dalam bentuk pemberdayaan melalui
penguatan ekonomi dengan membuat
kerajinan tas sulam Aceh.

Tahap Performalisasi

Dalam tahapan ini para pelaku
perubahan akan membantu
kelompok sasaran untuk menentukan
program dan kegiatan apa yang akan
mereka lakukan guna mengatasi
permasalahan yang dihadapi.
Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ini terdiri dari berbagai
kegiatan pelatihan untuk menambah
atau memperbaiki pengetahuan dan
kemampuan  teknis, ketrampilan
manajerial, dan perubahan
sikap/wawasan. Pengembangan
kegiatan terutama yang berkaitan
dengan peningkatan pendapatan
penting untuk membangun
kemandirian dan menumbuhkan
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keyakinan masyarakat bahwa
pemberdayaan  yang  dilakukan
mampu  memperbaiki  kehidupan

mereka. Pengembangan yang
merupakan suatu kegiatan agar
mendapat pendapatan serta

kesejahteraan ~ bagi  masyarakat
Gampong Dayah  Daboh  juga
merupakan suatu sektor ekonomi

yang berdikari.

Faktor Pendukung dan Penghambat
pengrajin Tas Sulam dalam
meningkatkan kesejahteraan di Gampong
Dayah Daboh Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

a. Adanya dukungan dari warga dan juga
pemerintah  dalam  membangun
kerjasama dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan  untuk  masyarakat
Gampong Dayah Daboh dalam
memanfaatkan kebudayaan.
Dukungan itu berupa segala macam
ide yang tertuang dari masyarakat dan
juga akan disampaikan ke pemerintah.

b. Saling bertukar pikiran antar warga
yang mendorong untuk  tetap
bersinergi dan menjalin Integritas
agar tetap intens dalam
pengembangan dan juga interaktif
dalam  komunikatif. =~ Penukaran
gagasan ini juga sangat
mempengaruhi kerajinan dan juga
wawasan dalam setiap pola pikir dari
para pengrajin terkait produksi yang
akan dilakukan.

c. Produksi yang semakin meningkat
juga menjadi faktor pendukung bagi
masyarakat Gampong Dayah Daboh,
karena sistem produksi yang terus
meningkat, maka dari itu pemerintah

harus turun  tangan  dalam
memfasilitasi  agar tetap  stabil
pengerjaannya dan juga efisien.
Produksi yang semakin meningkat ini
juga menjadi kuat karena pemasaran
yang dilakukan oleh Masyarakat
Gampong Dayah Daboh untuk
melestarikan kebudayaan Aceh.

Strategi mengatasi faktor-faktor
penghambat pemberdayaan masyarakat
pengrajin Tas Sulam dalam
meningkatkan kesejahteraan di Gampong
Dayah Daboh Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Sesuai dengan peraturan Bupati 28
tahun 2020, penggunaan dana Desa tahun
2021 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi
nasional yang terkena dampak pandemi
Covid-19 termasuk didalam nya diberikan
untuk pemberdayaan masyarakat di Desa
Dayah Daboh yang diberikan melalui Badan
Usaha Milik Gampong (BUMG).

Implementasi kebijakan
pengembangan Desa yang kreatif suatu
kebijakan yang dilakukan oleh Dekrenasda,
untuk mengimplementasikan kebijakan ini
maka diperlukan keseriusan dan komitmen
keterpaduan antar organisasi yang terlibat
sebagai pelaksana kebijakan.

Dari hasil wawancara dan tanggapan
yang diberikan oleh informan untuk itu perlu
merumuskan strategi langkah-langkah dalam
pemberdayaan pengrajin tas sulam Aceh maka
dilakukan Analisa SWOT terhadap faktor-
faktor lingkungan internal dan eksternal
tersebut. Analisis SWOT akan menganalisis
lingkungan internal yaitu strengths (kekuatan)
dan weakness (kelemahan) serta lingkungan
cksternal yaitu opportunities (peluang) dan
threats (ancaman).
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Tabel 4.3.1

Matrik SWOT Perumusan Alternatif Langkah Strategis pemberdayaan pengrajin Tas Sulam Aceh

INTERNAL Strenght (S) Weakness (W)
Kualitas produk 1 Produksi menurun akibat
yang dihasilkan baik Pandemi covid-19
Dukungan dari 5 Tidak adanya bantuan
pemerintah dana
S Masih banyak
Partisipasi 3 menggunakan desain
masyarakat baik ) 58
ama
Masih ada yang belum
mendapatkan bantuan
EKSTERNAL mesin jahit
Opportunities (O) Strategi S-O Strategi W-O
Mempertahankan
Potensi lokasi yang kualitas produk Meningkatkan promosi
mendukung usaha Kerajinan Tas sulam dalam pemasaran
Aceh (81, 01,02) (W1, 03,04)
Peluang pasar yang luas
Memiliki mitra kerja dengan
pihak lain
Keberadaan atau bantuan
lembaga pemerintah
Threats(T) Strategi S-T Strategi W-T
Meningkatkan
] . poduksi dan Menggunakan teknologi
Pengaruh masuknya pesaing penjualan produk yang lebih modern (W4,
(82, T1, T3) T1, T2, T3)
Permintaan pasar tidak
stabil
Terjadinya fluktuasi harga
bahan baku akibat pandemi
Keadaan alam tidak
menentu
Berdasarkan Tabel 4.4 matrik SWOT diperlukan lokasi  yang

diperoleh strategi yang dapat dijadikan sebagai

alternatif

strategi pengembangan  usaha

kerajinan Tas Sulam di Desa Dayah Daboh.

Berikut

adalah  alternatif yang dapat

dipergunakan sebagai strategi pengembangan:

1.

Strategi S-O, mempertahankan
kualitas produk Kerajinan tas
sulam  Aceh. Faktor yang
berpengaruh  O1,02. sehingga
dapat mengambil peluang yang
ada dan dapat meningkatkan
keuntungan. Pengambilan
alternatif strategi tersebut karena
dalam mempertahankan kualitas
produk kerajinan tas sulam Aceh

mendukung usaha dan peluang
pasar yang luas

Strategi  S-T  meningkatkan
produksi dan penjualan produk.
Faktor yang berpengaruh T1, T3,

karena dengan adanya
peningkatan ~ produksi  dan
penjualan produk untuk

menghadapi besarnya pesaing
dan juga fluktuasi harga bahan
baku akibat pandemi Covid-19.

Strategi  W-O  Meningkatkan
promosi  dalam  pemasaran.
Faktor yang berpengaruh adalah
W1, dan O3, O4, yaitu Memiliki
mitra ketja dengan pihak lain dan
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Penutup

adanya keberadaan atau bantuan
lembaga pemerintah

Strategi  W-T  Menggunakan
teknologi yang lebih modern
terutama dari finishing. Faktor
yang berpengaruh adalah T1, T2,
T4,  karena dengan adanya
teknologi yang lebih modern
keadaan alam yang tidak menentu
bisa teratasi.

Berdasarkan  hasil penelitian  dan
pembahasan yang telah dilakukan maka
peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Pemberdayaan masyarakat
melalui pelatihan dan
peningkatan kesadaran

masyarakat  telah  dilakukan
terthadap pengrajin tas sulam di
gampong  Dayah  Daboh.
Tingkat  produktivitas  yang
dilakukan oleh warga untuk
memproduksi tas Sulam Aceh
masih sangat minim dengan
pengelolaan yang sangat lama
dikarenakan kurangnya alat-alat
yang bagus dan modern.
Pemberdayaan masyarakat di
Gampong Dayah Daboh pada
usaha kerajinan tas sulam Aceh
tidak berhasil di karenakan
banyak kelompok pengrajin yang
masih belum bisa melanjutkan
produksinya akibat beberapa
kendala. Meskipun
pemberdayaan telah dilakukan
namun pendapatan pengrajin tas
masih sangat minim,
dikarenakan kurangnya
koordinasi antara Pemerintah
Gampong Dayah Daboh dan
Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar dalam mencari solusi
pemasaran.

Salah satu faktor pendukung
yang sangat diperlukan adalah
adanya dukungan dari
pemerintah desa dalam
mengembangkan kerajinan Tas
Sulam Aceh. Hal ini dapat dilihat
dari  berbagai upaya yang

dilakukan dalam hal pembinaan
dan  pelatihan  sumberdaya
manusia. dan faktor yang
menghambat pemberdayaan
masyarakat pengrajin Tas Sulam
adalah kurangnya pendampingan
yang dilakukan Pemda Aceh
Besar sehingga menyebabkan
ketidakberhasilan pemberdayaan
masyarakat di wilayah tersebut.
Kurangnya pendampingan
menyebabkan rendahnya
partisipasi pengrajin dan
ketidakdisiplinan dalam
melanjutkan  usaha, serta
ketiadaan modal untuk pengrajin
karena re-fokusing anggaran dari
pemda  membuat  produksi
tethambat pada masa Covid-19.
Kesulitan mempromosikan dan

lambatnya respon dari
pemerintah dikarenakan kurang
mengerti  cara  mengakses

jatingan sosial media.

Langkah strategi meningkatkan
pemberdayaan  pengrajin  tas
sulam Aceh adalah
Mempertahankan kualitas
produk Kerajinan tas sulam
Aceh. sehingga dapat mengambil
peluang yang ada dan dapat
meningkatkan keuntungan.
Pengambilan alternatif strategi
tersebut karena dalam
mempertahankan kualitas
produk kerajinan tas sulam Aceh
diperlukan lokasi yang
mendukung usaha dan peluang
pasar yang luas. Meningkatkan
produksi dan penjualan produk.

Karena dengan adanya
peningkatan  produksi  dan
penjualan produk untuk

menghadapi besarnya pesaing
dan juga fluktuasi harga bahan
baku akibat pandemi Covid-19.
Meningkatkan promosi dalam
pemasaran. Yaitu Memiliki mitra
ketja dengan pihak lain dan
adanya keberadaan atau bantuan
lembaga pemerintah.
Menggunakan teknologi yang
lebih modern terutama dari
finishing. Karena dengan
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adanya teknologi yang lebih
modern keadaan alam yang tidak
menentu bisa teratasi.

Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang
dapat penulis sampaikan dan diharapkan dapat
memberikan kontribusi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pengrajin adalah :

1.  Untuk Meningkatkan
Pendapatan pengrajin Tas sulam,
perlu di dukung oleh Dekranas
Kab. Aceh Besar sebagai
pendamping usaha, dan petlu
bantuan modal usaha serta
mesin jahit listrik yang modern
untuk memperlancar produksi
pengrajin sulam Aceh. Pemda
Aceh Besar harus lebih serius
dalam memperhatikan pengrajin
Tas sulam Aceh, baik dalam
peningkatan  kualitas SDM
melalui pelatihan-pelatihan cara
menggunakan teknologi yang
lebih moderen, maupun dalam
hal bantuan sarana dan prasarana
produksi. Dan Perlu adanya
perbaikan  kebijakan  dari
pemerintah agar para pengrajin
tas Aceh bisa terbantu dalam
meningkatkan produktivitas
dalam mengembangkan
usahanya pada masa pandemi
dan endemi.

2. Guna Meminimalisist hambatan

terkait pemberdayaan
masyarakat pengrajin  dalam
meningkatkan kesejahteraan

sebaiknya dukungan pemerintah
perlu  dipertahankan  melalui
pelatihan-pelatihan
pemberdayaan kreatifitas yang
dapat dialokasikan lewat dana
APBD Desa. Perlu tambahan
pendampingan selain melibatkan
Dekranas dan juga pendamping
lokal yang dapat didanai lewat
APBD Desa. Sebaiknya harus
ada market online untuk
menunjang penjualan tas sulam
agar lebih moderen.

3.  Mengoptimalkan strategi yang
dilakukan  oleh  Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar dan

Dekranasda untuk melakukan
pengawasan dalam  menjaga
persaingan  yang  transparan
tethadap para pengrajin yang
menekuni sulam Aceh dan
menjaga jangan sampai bahan
baku tas Sulam Aceh tidak
tetkontrol dengan baik disaat
produksi tas Sulam  Aceh
semakin meningkat dan
membaik.  Bagi  pemerintah
daerah agar mendorong pihak
terkait untuk melakukan
inisiatif pembinaan-pembinaan
dalam membantu pengrajin tas
Aceh di Desa Dayah Daboh,
seperti Universitas, perusahaan-
perusahaan besar, KADIN dan
asosiasi bisnis.

4.  Perlu adanya penelitian lebih
lanjut  untuk  meningkatkan
kesejahteraan  di ~ Gampong
Dayah Daboh
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing media terhadap isu
pemindahan ibu kota baru di indonesia. Penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian diambil dari
data primer yaitu berita online media sedangkan untuk data sekunder
dalam penelitian ini berupa artikel-artikel mengenai perpindahan ibu kota
baru. dan melakukan pengolahan data dengan menggunakan fitur
Ncapture pada Nvivo 12 plus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
framing Robert N. Entman yang terdiri atas empat elemen yakni Define
Problem (Pendefinisian Masalah), Diagnose Causes (Memperkirakan
Masalah atau Sumber Masalah), Make Moral Judgement (Membuat
Keputusan Moral), dan Treatment Recommendation (Menekankan
Penyelesaian). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lima
media tersebut yaitu cnbcindonesia.com, detik.news, republika.com,
kompas.com dan tempo.co dalam membingkai isu pemindahan ibu kota
baru indonesia menunjukkan bingkai yang berbeda, Mulai dari kuantitas
berita yang dihasilkan, pada betbagai framming media tersebut telah
mengungkap apa aja yang terdampak dati isu pemindahan Ibu Kota
Negara Indonesia seperti media kompas.com dalam pemberitaannya justru
cenderung lebih mengkritisi kebijakan, lebih memberitakan informasi
secara tegas terhadap pemindahan Ibu Kota, Tempo lebih menonjolkan
sisi finansial, dimana Tempo mengangkat mengenai anggaran dalam
pemindahan Ibu Kota, Detik lebih menonjolkan sisi sosial, CnbcIndonesia
lebih membahas tentang pemerataan pembangunan dan Republika
cenderung membela kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kata Kunci : Framing Media, Isu, Pemindahan Ibu Kota

PENDAHULUAN

Pada 26 Agustus 2019 Presiden
Republik Indonesia resmi mengumumbkan
rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari
DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dalam
keterangannya, telah memutuskan sebagian
wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian
Kutai Kartanegara sebagai lokasi
pembangunan ibu kota baru Republik
Indonesia  (Mardiansyah et al,, 2021).

Alasannya adalah karena resiko bencana yang
minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup
strategis diantara kota-kota yang berkembang,
yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam
rencana pemindahan ibukota ini,
diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai
sektor di wilayah Kalimantan Timur
(Hasibuan, 2019). Presiden juga menyatakan
bahwa inilah lokasi yang paling ideal karena
telah melalui dua kajian, yakni struktur tanah
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dan dampak ekonomi. Disamping itu, banyak
pakar yang menyetakan bahwa pemindahan
ibu kota negara akan mendorong investasi ke
provinsi ibu kota baru (Malisan et al., 2021).
Pemerintah ~ Republik  Indonesia  juga
berpendapat Kalimantan Timur memiliki
beberapa keunggulan seperti (1) Dua bandara
internasional utama dekat dengan ibu kota
(Sultan Aji Muhammad Sulaiman Bandara
Internasional dan Aji Pangeran Tumenggung
Pranoto), (2) Kalimantan Timur memiliki
akses Tol Balikpapan-Samarinda  yang
membentang 99,35 kilometer (KM), (3)
Calon ibu kota juga memiliki akses ke
Pelabuhan Semayang, (4) Kalimantan Timur
juga memiliki jaringan energi dan sumber
daya air bersih, (5) Kalimantan Timur
memiliki struktur demografi yang heterogen
berarti sebagian besar penduduk Kalimantan
Timur adalah pendatang dan mudah
beradaptasi dengan perubahan (Nur Azhar et
al., 2020).

Rencana  ini  ditetapkan  untuk
menggantikan Kota Jakarta yang sudah tetlalu
penuh, berpolusi, rentan banjir, macet lalu
lintas, memiliki resiko bencana terutama
gempa bumi, dan saat ini datarannya secara
perlahan mulai tenggelam yang merupakan
hasil penelitian berbagai pihak (Salsabila &
Nurwati, 2020). Presiden menckankan bahwa
ibu kota baru tersebut nantinya tak hanya
berarti sebagai simbol identitas bangsa, tapi
juga sebagai representasi kemajuan bangsa
(Fikri, H., 2020). Alasan pemindahan adalah
untuk mengurangi ketimpangan,
memeratakan pembangunan, dan
menumbuhkan pusat ekonomi baru, selain
karena alasan daya dukung dan daya tampung
Pulau Jawa yang terus berkurang. Dalam
perjalanan  panjangnya  sebagai  ibukota
sekaligus  pusat pertumbuhan  nasional,
Jakarta telah menjadi pusat pertumbuhan
ckonomi Indonesia (Herdiawan, 2021).
Pemindahan ibu kota sudah digulirkan sejak
lama, bahkan sejak era kepemimpinan
Presiden ke-1 Republik Indonesia Ir
Soekarno namun keinginan itu belum juga
dapat terealisasikan (Framing et al., 2020).
Sebelumnya, selama pemerintahan Soekarno,
pemindahan ibu kota disebutkan ketika
Soekarno meresmikan Palangkaraya sebagai
ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada
tahun 1957. Pada tahun 1965, Soekarno juga
menyebut Palangkaraya sebagai calon ibu

kota negara. Kemudian selama Era Suharto,
ide pemindahan ibu kota muncul dengan
mengusulkan daerah Jonggol, Bogor sebagai
ibu kota negara. Beralih ke pemerintahan
SBY pada Oktober 2010, saat itu Kali ini
SBY menawarkan sejumlah opsi untuk
mengatasi  kemacetan di  Ibu Kota
Jakarta.Yaitu ~ mempertahankan  Jakarta
sebagai ibu kota dengan reformasi total,
Jakarta tetap ibu kota, tetapi pusat
pemerintahan telah dipindahkan ke daerah
lain. (Azmy, 2021). Pemindahan Ibu kota
baru ini diharapkan menjadi “kota yang
cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan”,
dengan menyediakan kualitas hidup yang
tinggi untuk 1,5 juta penduduk yang
diproyeksikan dengan ruang hijau yang luas,
tidak seperti kepadatan penduduk dan
menenggelamkan Jakarta (Teo et al., 2020).
Saat  ini,  pemerintah  kembali
membahas pemindahan ibu kota karena
Jakarta dianggap tidak layak lagi menjadi ibu
kota negara Republik Indonesia. Selain itu,
letaknya yang lebih jauh ke bagian barat
Indonesia  dituding  sebagai  penyebab
tingginya tingkat ketimpangan antar wilayah
di tanah air. Oleh karena itu, saat ini sedang
dibahas untuk membangun luar biasa mega
proyek yaitu pemindahan ibu kota dari
semula di kota jakarta ke daerah lain yang
dianggap lebih potensial dan memiliki daya
dukung wilayah yang lebih baik (Sutoyo &
Almaarif, 2020). Pemindahan ibu kota
bukanlah Isu baru di Indonesia, dengan isu
yang relatif sama yakni permasalahan
lingkungan DKI Jakarta yang kelebihan
muatan. Isu ini kembali ramai setelah
Presiden  Republik  Indonesia  terpilih
(Hamdani, 2020). Adanya isu menarik ini
tentunya terdapat berbagai pendapat dari
berbagai pihak. Pro dan kontra tentu akan
bermunculan seiring dengan adanya isu yang
sedang  hangat dibahas ini. Dengan
perkembangan teknologi, isu pemindahan
Ibu kota pun semakin meluas dengan cepat.
Masyarakat kerap kali menggunakan media
massa untuk memperoleh informasi. Dengan
perkembangan teknologi, terciptalah
internet sebagai salah satu cara mengakses
“news media”atau media online (Pradyanti
et al., 2020). Banyak diantara masyarakat yang
mendukung penuh  dengan  keputusan
pemerintah ini karena dilihat sebagai salah
satu bentuk untuk mengistirahatkan Jakarta
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yang dinilai sudah tidak mumpuni dan
pemindahan ibu kota diharapkan membantu
pembangunan infrastuktur sebagai salah satu
misi pemerataan pembangunan Indonesia.
Namun tidak sedikit juga masyarakat dari
berbagai elemen menolak rencana hijrah ibu
kota ini karena dianggap hanya menyulitkan
keuangan  negara  (Mardhiyah,  2020).
Perdebatan mulai terjadi mengenai berapa
total anggaran yang dibutuhkan oleh
pemerintah, hingga wajah Kota Jakarta
kedepannya (Juniardi, 2019). Jika ibu kota
dipindahkan, permasalahan yang akan
muncul terkait permasalahan infrastruktur
dan bagaimana jenis pengaturan nantinya,
termasuk apabila pemindahan ibu kota
dilakukan maka akan tetjadi perubahan
tatanan yang luar biasa (Yahya, 2018).
Wacana  pemindahan  merupakan
bagian dari kepentingan bangsa dan sebagai
upaya menyongsong persaingan global (Arsi
& Waluyo, 2021). Isu pemindahan ini
otomatis mendapat perhatian luas dari media,
khususnya media online. Ratusan berita,
komentar para ahli, pemerintah, dan
masyarakat lokal tentang isu ini tersebar di
media (Septiana, 2018) Banyak media
mengangkat isu ini dan dikemas dengan
tujuan tertentu. Berita tentang  rencana
pemindahan Ibu Kota baru akan dianalisis
dengan framing. Analisis framing merupakan
salah satu analisis yang dapat digunakan
untuk menganalisis suatu berita (Adawiyah &
Moefad, 2020).  Media dengan mudah
mengemas berita sedemikian menarik untuk
disampaikan kepada masyarakat, entah untuk
benar-benar memberikan informasi kepada
masyarakat atau untuk mempertahankan
ideologi media itu sendiri. Pada dasarnya,
satu topik besar dapat diberitakan berbeda
oleh beberapa media. Seperti itulah media
mengemas berita. Tidak terkecuali yang
dilakukan para media yang dipilih pada
penelitian  ini  yaitu Kompas.com, Detik
News, Republika, Cnbcindonesia.com dan
Tempo,co. Penelii memilih framing karena
salah satu model analisis yang dapat
mengungkapkan rahasia di balik semua
perbedaan bahkan pertentangan media dalam
mengungkapkan  fakta. Melalui analisis
framing akan dapat diketahui bagaimana
realitas dibingkai oleh media. Pembingkaian
tersebut tentu saja melalui proses konstruksi.
Dengan demikian realitas sosial dapat

dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan
bentukan dan makna tertentu. Dan alasan

selanjutnya adalah peneliti ingin
membandingkan pembingkaian pemberitaan
dimedia Kompas.com, DetikNews,
Republika, Cnbcindonesia.com dan

Tempo,co kelima media tersebut mengangkat
kasus berita tentang rencana pemindahan
Ibu Kota pada masa pandemi dari berbagai
aspek mulai dari kata maupun dari kalimat.
Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis
memandang perlu  untuk meneliti  dan
mengkaji lebih lanjut karakter pemberitaan
media Kompas.com, DetikNews, Republika,
Cnbcindonesia.com dan Tempo,co dalam
membingkai berita yang berkaitan dengan
Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia, oleh
karena penelitian ini  bertujuan  unuk
menganalisis Framing Media Terhadap Isu
Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif
dengan cara mendeskripsikan temuan-temuan
lewat media online. Metode dalam penelitian
ini dimaksudkan untuk dapat
mendeskripsikan data yang diperoleh secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta yang terdapat dalam sebuah teks berita
online media. Sumber data penelitian ini
antara lain Media Online seperti media massa
dan penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan Isu Pemindahan Ibu Kota Baru. Data
diperoleh  dengan  menggunakan  fitur
Ncapture pada Nvivo 12 plus dimana fitur N
capture merupakan ekstensi web browser
yang dikembangkan untuk menangkap
konten web berupa konten website, media
sosial, dan konten dokumen lainnya seperti
artikel ilmiah dan koleksi pendapat para
pengamat tentang framing media. Analisis
Nvivo 12 plus menggunakan fitur analisis
crosteb queri. Fitur ini untuk melihat
persentase data berita yang telah di koding
secara manual menggunakan fitur N Vivo 12
plus. Selanjutnya penulis menggunakan
analisis Word cloud untuk melihat kata atau
konsep yang sering muncul dalam file
penelitian  untuk memvisualisasikan dan
mengumpulkan data/kata yang memiliki
persamaan dan perbedaan.

543 | Inrinofita Sari, Nurul Wahdaniyah. et.all. Analisis Framing Media Terhadap Isu Pemindabhan Ibu Kota Baru Di

Indonesia



Gambar 1. Langkah untuk mengambil data dan analisis

Cooding
data/Crosstab/Word
Neapture Media Online Cloud analysis
& & ) ®
Nvivo Plus 12 Result
Berikut dapat kita lihat media yang di ambil sebagai sumber data
Tabel 3. Sumber Media Online
No | Media Online Website Jumlah berita
1 | Cnbcindonesia | https://www.cnbcindonesia.com 16
2 | Detik https:/ /www.detik.com 13
3 | Republika https:/ /www.republika.co.id 16
4 | Kompas https:/ /www.kompas.com 17
5 | Tempo https:/ /www.tempo.co 18
Dari tabel diatas dapat dilihat ~HASIL DAN PEMBAHASAN
bahwa ada lima media online yang dianalisis ~ Analisis FramingMedia
oleh peneliti. Alasan dalam memilih lima Analisis ini menggunakan lima
berita online tersebut tentu dengan melihat ~ media untuk melihat framingnya terhadap
dari segi kredibilitas media yang tinggi. Isu Pemindahan Ibu Kota Baru. Kelima

media itu adalah Cnbcindonesia.com,
Detik.com, Republika.co.id, Kompas.com
dan Tempo.co.

Gambar 2. Presentasi Data Yang Dianalisis

Crosstab Query - Results Preview

[Define Problem
DDiagnose Causes
[EMake Moral Judgement

.Trealment Recomendation

Treatment Recomendation
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Define Problem 42.00%
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Treatment Recomendation
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Treatment Recomendation
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Media Define Diagnose Make Moral Treatment
Problem Causes Judgement Recomendation

Cnbclndonesia 29,58% 11,27% 29,58% 29,58%
DetikNews 18,97% 25,86% 24.14% 31,03%
Kompas 15,56% 43,33% 18,89% 22.22%
Republika 36,36% 23,64% 14,55% 25,45%
Tempo 42,55% 27,66% 12,77% 17,02%
Total 26,79% 27,41% 20,56% 25,23%

Berdasarkan penyajian data diatas
dapat kita analisis framing media terkait isu
pemindahan ibu kota baru terdapat 80 berita,
dari lima media diatas yang terkait isu
pemindahan ibu kota. Dari 80 berita yang
dianalisis dapat dilihat bahwa media Tempo
mendifinisikan suatu masalah itu 42% dari
sekian berita, tempo yang paling banyak
memberitakan isu pemindahan ibu kota
dimana media tempo membahas Anggaran
Pemindahan Ibu Kota Nihil, dilihat paparan
Menteri Keuangan, anggaran infrastruktur
pada tahun 2022 dialokasikan Rp 384,8 triliun.
pemberitaan yang dimuat dapat dimasukkan
ke dalam beberapa kategori yaitu nilai moral
bahwa: Menjadi strategi pemulihan ekonomi
nasional, acuan standar baru ibu kota dunia,
menjadi cawan bagi ledakan kelahiran inovasi
teknologi anak bangsa, dan menjadi pusat
keuangan regional dan dunia yang baru.
Penilaian moral lainnya yang juga dapat
ditelaah yaitu terkait bukan sekedar pindah
lokasi, tetapi ada sebuah transformasi
progresif dari  kebiasaan lama menjadi
kebiasaan  baru yang berprinsip pada
indonesiasenttis, yakni pemerataan
pembangunan diseluruh Indonesia, kemudian

Kebijakan yang akan dipilih pemerintah yaitu
percepatan penyelesaian proyek infrastruktur
yang tertunda akibat pandemi, dan program
pemindahan ibu kota tidak masuk di
dalamnya. Sementara itu Kompas pada

Diagnose Causes sebesar 43%, Pada
pemberitaan di laman Kompas.com dapat
diketahui bahwa mayoritas yang diberitakan
adalah  alasan pemerintah yang ingin
memindahkan ibu kota negara kekalimantan
timur. Berdasarkan identifikasi Make Moral
Judgement di atas berdasarkan laman portal
berita ~ Cnbclndonesia.com  29%  dalam
petlindungan lingkungan dalam menghadapi
perubahan,  kualitas baru tata  kelola
pemeintahan,  dan  transformasi  dan
menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi dan
budaya. Treatment Recommendation yang
dibingkai oleh media Detiknews 31%
memperlihatkan bahwa Rencana pemindahan
ibu kota negara sendiri telah masuk dalam
rencana ketja Bappenas 2022. Rancangan
Undang-undang (RUU) IKN disebut telah
siap, namun permasalahannya kondisi yang
mengharuskan adaptasi dengan pandemi
COVID-19.

Diagram 1: Presentasi Media Framing Yang Dianalisis

Tempo

Republika

21%

20%

Kompas

DetikNews

22%

17%

Cnbcindonesia I — e 2 0%,

0% 5%

Cnbcindonesi
a
B Columnl 20%

DetikNews

10% 15% 20% 25%

Kompas Republika Tempo

22% 20% 21%

Source: Processed By Researchers Using The N Vivo Application
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Pada data diagram 1 bahwa framing
media Kompas paling banyak mengangkat
informasi terkait isu pemindahan Ibu Kota
Negara Indonesia dengan jumlah 22%, hal ini
juga daapat diartikan bahwa pada media
kompas memiliki peminat baca atau
konsumtif informasi terkait isu tersebut paling
banyak. Selanjutnya pada framing media
tempo memiliki persentase  konsumtif
informasi dan penyediaan  terkait isu
pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia
sebesar 21%. Pada framing media Republika
dan Cnbcindonesia memiliki presentase yang
sama yaitu sebesar 20%, Sedangkan Framing
media yang memiliki presentase minimum
yaitu media detik dengan presentase 17%.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk
memperoleh informasi yang kaya, terstruktur, dan

mendalam terkait isu pemindahan Ibu Kota
Negara, media Kompas merupakan sumber
informasi yang paling dominan dibandingkan media
lainnya. Tingeinya intensitas framing pada Kompas
tidak hanya menunjukkan pethatian editotial, tetapi
juza kemungkinan berkaitan dengan  strategi
jurnalisme betbasis agenda setting, di mana media
memainkan peran penting dalam membentuk
persepsi publik melalui frekuensi dan kedalaman
liputan. Di saat yang sama, variasi proporsi framing
antar media menunjukkan adanya perbedaan sudut
pandang, kepentingan redaksional, dan segmentasi
pembaca yang turut memengaruhi bagaimana isu
IKN dikonstruksi dan disampaikan ke masyarakat
luas.

Analisis Framing Media CnbcIndonesia,
Detik, Kompas, Republika dan Tempo

Gambar 3. Word Cloud
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Source: Processed By Researchers Using The N Vivo Application

Berdasatkan pada gambar  tersebut analisis dengan batas kata yang muncul adalah

menunjukkan kata popular yang terlihat dalam 50 kata di mana dalam narasi tersebut terlihat

media dengan mengggunakan word cloud nama kota mendominasi di semua media yaitu
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Cnbclndonesia dengan 96 count, Detik
dengan 112 count, Kompas dengan 275
count, Republika dengan 148 count dan
Tempo denga 185 count. Hal ini
menandakan bahwa dimensi spasial menjadi
aspek penting dalam konstruksi berita, yang
berkaitan erat dengan isu pemindahan ibu
kota negara (IKN), proyek pembangunan
wilayah, atau sentralisasi kegiatan ekonomi
dan pemerintahan.

Selain dominasi kata yang berkaitan
dengan nama kota, terlihat pula bahwa kata
“IKN” (Ibu Kota Negara) muncul sebagai
salah satu kata dengan frekuensi tinggi dalam
hampir seluruh media yang dianalisis. Ini
menunjukkan bahwa isu pemindahan ibu kota
dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan
agenda besar yang secara konsisten diframing
oleh media. Kata “IKN” tidak hanya hadir
sebagai representasi lokasi, tetapi juga sebagai
simbol naratif yang mengandung beragam
makna politik, ekonomi, dan pembangunan.
Kata ini muncul bersama kata-kata lain yang
secara semantik mengarah pada narasi seperti
pembangunan  berkelanjutan,  pemulihan
ekonomi, transformasi wilayah, hingga RUU
IKN.

Framing media terhadap isu pemindahan
ibu kota tidak hanya terbatas pada pelaporan
faktual, melainkan mencerminkan konstruksi
naratif yang lebih luas. Media secara tidak
langsung mengafirmasi proyek IKN sebagai
nasional  untuk

bagian  dari  strategi

memperkuat  pemerataan  pembangunan,
meningkatkan konektivitas antar wilayah,
serta mempercepat pemulihan pasca pandemi

melalui stimulus infrastruktur.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa lima media tersebut
yaitu cnbcindonesia.com, detik.news,
republika.com, kompas.com dan tempo.co
dalam membingkai isu pemindahan ibu kota

baru indonesia menunjukkan bingkai yang

berbeda pula ditunjukkannya melalui teks-teks
yang dihasilkan oleh media, Mulai dari
kuantitas berita yang dihasilkan, pada berbagai
framming media tersebut telah mengungkap
apa aja yang terdampak dati isu pemindahan
Ibu Kota Negara Indonesia seperti pemulihan
ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan,
dan yang mana framming media yang paling
banyak mengungkap perihal isu tersebut yaitu
Media Kompas. Hasil framing terlihat bahwa
sikap Kompas.com dalam pemberitaannya
justru cenderung lebih mengkritisi kebijakan,
lebih memberitakan informasi secara tegas,
dimana kompas mempertanyakan alasan
pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota
negara ke Kalimantan Timur. Framing
Tempo.co.id dalam pemindahan ibu kota
lebih menonjolkan sisi finansial, terlihat dati
bagaimana Tempo.co.id mengangkat
mengenai anggaran dan dana lainnya dalam
pemindahan ibu kota  baru.
Detik.news

Framing
dalam  peristiwa ini lebih
menonjolkan sisi sosial, terlihat bagaimana
Detik mengangkat mengenai pemerintah yang
pro terthadap penanganan covid-19 di
indonesia.  Framing  Cnbc.Indonesia.com
dalam peristiwa pemindahan ibu kota lebih
menonjolkan  pemerataan  pembangunan
kemudian perlindungan lingkungan dalam
menghadapi perubahan, kualitas baru tata
kelola pemeintahan, dan transformasi dan
menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi dan
budaya. Framing Republika.co.id dalam
peristiwa cenderung membela kebijakan yang
diambil  oleh

menonjolkan bahwa dukungan para partai

pemerintah  ini  lebih
dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota baru.
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